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TENTANG

i
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Menimbang a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2O15

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang;
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Mengingat

b. bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan Pasa-l

94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihal Umum Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor l8 tahun 2O19 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2Ol7 terfiarrg pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakit Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakit Walikota;

c. bahwa berdasarkan huruf a dal huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Grobogar tentang pedoman Teknis
Pencalonal Perseorangan Pemilihal Bupati dan Wakil
Bupati Grobogan Tahun 2O2O.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun l95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Datam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun l95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungal Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O08 tentalg partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S1g9);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OJ4 terrtarrg
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Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentaflg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undalg-Undang (Lembaran Negara

Tahun 2016 Nomor 13O, Tambahan Lembaral Negara

Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor La2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

20O8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum I(abupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor

191 1);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemiliharr Umum Nomor 3 Tahun 2OI7 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1586) ;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentarg Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2O2O (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 9O5), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 16 Tahun 2O19 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1511);

12. Keputusan Komisi Pemilihar Umum Republik

Indonesia Nomor 929lHK.03. l-Kpt/O4 / KPV /V I 2Ol9

tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah

Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemifihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Nomor 1/PP.01.2-Kptl3315/KPU-

Kabllxl20l9 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 202O

sebagaimana telah diubah dengan keputusan komisi

pemilihan umum kabupaten grobogal nomor

12lPP.Ot.2-Kpt/33ls/KPU-Kab/2019 tentang

Perubahan Keputusan Komisi pemilihan Umum

Kabupaten Grobogan Nomor l/PP.Ol.2-

Kpt/ 33 1 5/ KPU -Kab I lX I 2Ol9 tentang pedoman teloris

tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan

pemilihan bupati dan wakil bupati grobogan tahun

2020;

l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Nomor 3/PP.Ol.2/Kpt/33f S/KPU-

Kab/X/2O19 tentang Penetapan Jumlah Minimat

Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasalgan

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan

Memerhatikan :
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enetapkan :

KESATU :

KEDUA :

Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

2. Surat Edaran KPU RI Nomor 2O96|PL.O2.4-

SD/OI/KPU/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019

tentang Pedoman jumlah pemilih dalam DPT dan

sebaranlya yang menjadi syarat penentuan batas

minimum persyaratan dukungan calon perseorangan

dan penambahan informasi pada formult B.I.KWK

Perseorangal pada pemilihan kepala daerah serentak

s. 2O2O;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Grobogan Nomor 1B/PL.Of .1-BA/$f5/
KPU-KablXl20l9 Tanggal 1 Desember 2019 tentang

Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

2020.

MEMUTUSKAN:

XEPTTTUSAN KOUISI PEMILIHAIT I'UUU I(AAI'PATEN

GROB(X}AN TENTANG PEDOTAN TEI(NIs PEISCAIONAN

PERSFI)RANGAil DAL/IU PETILIIIAIT BI'PATI DAIY

WAKIL BI'PATI CROBOGAIT TAHI'N 2O2O.

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

2O2O sebagaimana tercantum dalam I^ampiran I Keputusal
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan

Perseoralgan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2020 sebagaimala tercaltum dalam

Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
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KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada talggal 6 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

sesuar aslinya

S

UMUM
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NoMoR: 18 I PP .o t.2 I Kpt / 33 1 s / KPU-K ab I Xtt / 20 19

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O

merupakan sarana kedaulatan ralgrat untuk memilih Bupati dan Wakil

Bupati Grobogan Tahun 2O2O secara demokratis, langsung, umum,

bebas rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

2O2O dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Tahun 2O2O, KPU Kabupaten Grobogan mempunyai tugas

dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur

dan mekanisme pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai

berikut:
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1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara Pemilihan

Bupati dan wakil Bupati Grobogan Tahun 2o2O dalam

melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O;

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan

Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan

Tahun 2O2O.

3. Agar Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O berjalan tertib, lancar, dan

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses

Pencalonan Perseorangan dalam Pemitihan Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Tahun 2O2O, yang terdiri dari :

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan;

2. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon;

3. Penggantian Bakal Calon Perseorangan

4. Pendaftaran Pasangan Calon;

5. Penelitian Dokumen Persyaratan Persyaratan Calon;

6. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;

7. Penggantian Calon;

B. Larangan dan Sanksi;

9. Tanggapan MasYarakat;

10. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Grobogan Tahun 2o2o yang

selanjutnya d.isebut Pilbup Grobogan 2O2O, adalah pelaksanaan

C

D
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ked.aulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih

Bupati dan wakil Bupati Grobogan masa jabatan 2o2O-2Q24.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut

Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau walikota dan wakil walikota yang diselenggarakan paling

akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat

KPU, ad.alah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur

tentang pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut

KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenaipenyelenggaraanpemilihanumumyangdiberikantugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

Pemiiihan.

5. Komisi Pemilihan umum Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut

KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyeienggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. panitia pemilihan Kecamatan, seianjutnya disingkat PPK, adalah

panitiayangdibentukolehKPUKabupatenuntuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan'
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7. Panitia

panitia

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

g. Badan Pengawas Pemilihan umum yang selanjutnya disebut

Bawasluadalahlembagapenyelenggarapemilihanumumyang
bertugasmengawasipenyelenggaraanpemilihanumumdiseluruh
wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

pemilihanumumyangdiberikantugasdanwewenangdalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan'

g. Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah yang

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga

penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraanpemilihanumumdiwilayahprovinsi,sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

penS'elenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Grobogan,

selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang

dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk

mengawasipenyelenggaraanpemilihandiwilayahKabupaten
Grobogan.

1 1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut

PanwasKecamatan,adalahpanitiayangdibentukolehPanwas
Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di kecamatan.

|2.PengawasPemilihanLapanganyangselanjutnyadisingkatPPL
adalahpetugasyangdibentukolehPanwasKecamatanuntuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan'

Pemungutan Suara,

yang dibentuk

selanjutnya disingkat PPS

oleh KPU KabuPaten

adalah

untuk
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13. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon

bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan calon Perseorangan yang didaftarkan

ke KPU Kabupaten.

14. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

2O2O Perseorangan selanjutnya disebut Bakal Paslon Perseorangan,

adalah Warga Negara Republik Indonesia yang secara perseorangan

mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pilbup

Grobogan 2O2O.

15. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Perseorangan yang

selanjutnya disebut Paslon Perseorangan, adalah Bakal Paslon

Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai

peserta Pilbup Grobogan 2O2O.

16. Bakal Pasangan Calon Bupati, wakil Bupati, yang selanjutnya

disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik

Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada

KPU Kabupaten untuk mengikuti pemilihan.

17. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.

18. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani

pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan

administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia'

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan

hak asasi manusia.

20. Surat Keterangan ad.alah surat keterangan telah dilakukan

perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil.

21. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk

yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang

yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

22. Hari adalah hari kalender.
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E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan,

penyelenggara Pilbup Grobogan harus berpedoman pada asas :

mandiri;
jujur;
adil;

kepastian hukum;

tertib;

kepentingan umum;

keterbukaan;

proporsionalitas;

profesionalitas;

10. akuntabilitas;

1 1. e{isiensi;

12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.

PESERTA CALON PERSEORANGAN PILBUP GROBOGAN 2O2O

l. Peserta Calon Perseorangan Pilbup Grobogan 2O2O adalah Paslon

Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat

untuk ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2O2O.

2. Bakal Calon Perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon

Bupati dan wakil Bupati diutamakan bukan mantan terpidana

korupsi.
BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN PERSEORANGAN

PERSYARATAN CALON PERSEORANGAN

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Bupati dan wakil

Bupati Grobogan Tahun 2o2O, dengan memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

F

A
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b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas

atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung

sejak penetaPan Paslon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli

psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara

meliputi :

1. Terpidana karena kealPaan; atau

2. Terpidana karena alasan politik;

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di

dalam penjara;

h. bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa

pemidanaannya,Secarakumulatif,wajibmemenuhisyarat

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan

bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

i.bukanmantanTerpidanabandarnarkobaatauMantan
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilanvanEtelahmempunyaikekuatanhukumtetap;

k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
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l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang

berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara

negara;

m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung

jawabnya yang merugikan keuangan negara;

n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak

pribadi;

p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati,

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan

ketentuan:

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung

berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama,

yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh

dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 % (dua

setengah) tahun, dan sebaliknYa;

2) labatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1

(satu), adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan

Wakil Bupati dengan Wakil BuPati;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,

meliputi:

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang

sama;

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak

berturut-turut; atau

c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah

yang sama atau di daerah yang berbeda;

4) perhitungan 5 (Iima) tahun masa jabatan ata'u 2 % (dua

setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud
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pad,a angka 1 (satu), dihitung sejak tanggal pelantikan

sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati yang bersangkutan; dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) (satu)

sampai dengan angka 4) (empat), berlaku untuk:

a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara

langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan

nama Kabupaten.

belum pernah menjabat sebagai:

1. Gubernur bagi calon dan calon wakil bupati didaerah yang

sama;

2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan calon wakil Bupati

didaerah yang sama; atau

3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;

berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi

Bupati atau wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai

Bupati atau Wakil Bupati dari kabupaten lain;

menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan

negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati

yang mencalonkan diri dalam Pilbup Grobogan 2O2O;

tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati

atau Penjabat Walikota;

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai

caion;

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Kepala Desa atau sebutan

lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;

r

S

t.

u
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w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali

sejak ditetapkan sebagai calon; atau

x. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,

KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Panwas KabupatenlKota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi

penyandang disabilitas.

PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa

jumlah dukungan dan persebarannya bagi Paslon Perseorangan

dengan Keputusan KPU KabuPaten.

2. Keputusan KPU Kabupaten didasarkan pada jumlah pemilih yang

tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum

Tahun 2Ol9

3. Jumlah pemilih Kabupaten dalam Daftar Pemilih Tetap pada

Pemilu terakhir yaitu 1.122.269 (Satu Juta Seratus Dua Puluh

Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan) pemilih.

4. Paslon Perseorangan d.apat mencalonkan diri apabila memenuhi

syarat dukungan paling sedikit 6,50/o (enam koma lima per seratus)

dari Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak 72.948 (Tujuh Puluh

Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan).

5. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50 oh (Lima puluh

persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Grobogan, yaitu minimal

10 (sepuiuh) Kecamatan.

6. Dukungan pemilih hanya diberikan kepada 1 (satu) Paslon

Perseorangan.

7. Pend.uduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk

yang:

a. tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau

pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih

Pemilihan.
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b. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih

tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar

penduduk potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut

dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat

sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan,

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

surat keterangan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN

1. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen

dukungan Paslon Perseorangan melalui media massa cetak

dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU

Kabupaten.

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen sebagaimana di maksud

pada angka (1) dilakukan selama 14 hari.

3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana

di maksud pada angka (1) mencantumkan:

a. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Grobogan

Nomor 3/PP.Ol.2lKptl3315lKPU-Kablxl2Ol9 tentang

Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan

Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan

kepada KPU Kabupaten;

c. waktu penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan.

4. Paslon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan

sebagai persyaratan pencalonan dan menyerahkan pakta integritas

yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan
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wakil Bupati Grobogan sebagaimana dimaksud dalam BAB t huruf

F angka 5, yang tercantum dalam formulir Model 8.I.2 KWK

Perseorangan kepada KPU Kabupaten'

5. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan

jadwaldalamPeraturanKomisiPemilihanUmumtentang
Tahapan,ProgramdanJadwalPenyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota'

6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal

sebagai berikut :

a. Hari pertama sampai dengan satu hari sebelum batas akhir

dilaksanakansampaidenganpukul16.00waktudiKPU
KabuPaten;

b. Hari terakhir penyerahan d.okumen dukungan dilaksanakan

sampaidenganpukul24.oowaktudiKPUKabupaten.

7. Dokumen dukungan Paslon Perseorangan berupa :

a. Surat pernyataan dukungan masing-m sing pendukung yang

ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau surat keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK

Pereorangan;

b. Surat pernyataan Pasangan calon perseorangan yang memuat

tabeldaftarnamapendukung,menggunakanformulirModel
B. 1. 1-KWK Perseorangan; dan

c. Rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model

8.2-KWK Perseorangan.

g. pasangan calon wajib memasukkan data pendukung yang

tercantumdalamsuratpernyataandukungansebagaimana
dimaksud pada angka 7 huruf a ke dalam sistem Informasi

Pencalonan dam disampaikan kepada KPU Grobogan'

g.DokumendukungansebagaimanadimaksudpadaangkaThurufa

dan huruf c, merupakan hasil cetak dari sistem Informasi
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Pencalonan, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dan dibubuhi materai.

10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a

dan huruf b, dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa'

11. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mencantumkan rekapitulasi

jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c

untuk setiap kelurahan/desa dan kecamatan'

12. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilarang

dikeluakan secara kolektif.

13. Bakal Paslon Perseorangan menyerahkan surat pernyataan

dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan kepada KPU

Kabupaten.

14. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 7, meliputi dokumen :

a. Formulir Model B-1.1-KWK Perseorangan

b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.l.l-KWK Perseorangan yang

dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani

oleh Bakal Pasangan calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang

dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan'

15. Formulir Model B.1.I-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud

pada angka 14 huruf a digunakan untuk verifrkasi administrasi dan

sebagai arsiP KPU KabuPaten.

16. KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir

Model B.1. I-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan

verif,rkasi faktual.

t7. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat

disaksikan oleh :

a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau

b. Panwas KabuPaten
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2. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Paslon

Perseorangan terdiri atas :

a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya

b. Verifikasi administrasi

c. Verifikasi faktual

d. Penyerahan syarat dukungan perbaikan

e. Verifikasi administrasi perbaikan

f. Verifikasi faktual perbaikan

1. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya

a. KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah

dukungan bakal calon persebarannya dengan cara:

1) Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir

Model B. 1 -KWK Perseorangan;

2) Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam

formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan

3) Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya

yang tercantum formulir Model B.1-KWK Perseorangan

dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

b. Dalam hal terdapat dukungan dalam formulir Model B.1-KWK

Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan

dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan

tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan.

c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum

dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai

dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi

KTP Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon

Perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan

pesebaran dalam formulir Model 8.2-KWK Perseorangan.

\-
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d. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat

dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model 8.2-KWK

Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan,

kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada sistem

Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan'

e. Bakal Pasangan calon Perseorangan dapat menunjuk petugas

untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

f. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya tidak

memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran

sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 4 dan 5,

dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam BAB III huruf A angka 7 s.d angka t2, KPU Kabupaten :

1)Memberikantandapengembalianpenyerahandukungan;dan

2) Mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan

untukperbaikidalammasapenyerahandokumendukungan.

g.Dalamhalsampaid'enganakhirmasapenyerahandansetelah
dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan

BakalPasanganCalon,dokumendukunganBakalPasangan
Calontidakmemenuhisyaratdukungan,KPUKabupaten
memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan'

h.Dalamhaljumlahdukungandanpersebarannyatelah
memenuhisyaratjumlahdukungandanpersebaran'KPU
Kabupatenmemberikantandaterimapenyerahandukungandan

Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan'

2. Verifikasi Administrasi

a Verihkasi administrasi dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan

cara :

1)mencocokkankesesuaianNomorlndukKependudukan(NIK),

nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat

pendukungpad'aformulirModelB.l-KwKPerseorangan
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dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan;

2) verifrkasi kesesuaian antara formulir Model 8.1-KWK

Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilihan

Umum Tahun 2olg di Kabupaten Grobogan dan/atau daftar

penduduk potensial pemilih Pemilihan;

3) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan

daerah Pemilihan;

4) verifrkasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

5) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan

daerah wilaYah administrasi PPS;

6) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan

pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status

perkawinan;

7) verilikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal

Paslon Perseorangan.

b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis

kelamin,tempatdantanggallahirpendukungpadaformulir
Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi sYarat.

c.Dalamhalalamatpendukungtidaksesuaidengandaerah
pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi sYarat.

d.Dalamhalalamatpendukungtidaksesuaidenganwilayah
administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan

tidakmemenuhisyarat,tapidapatdigunakanolehBakalCalon
Perseorangan pacla masa perbaikan dengan memindahkan

dukungan tersebut sesuai kelurahan/ desa'

\-
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e. Dalam ha1 syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan

tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

f. Dalam hal pada formulir Model 8.I-KWK Perseorangan terdapat

Pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai

Negeri Sipit, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan

Perangkat Desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan

keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan

pada formulir Model B.I-KWK Perseorangan, untuk ditindak

lanjuti dengan verifikasi faktual.

g. Dalam hal data pendukung pada formulir Model 8.1-KWK

Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu

Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan, tetapi tidak

sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada pemilu

atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial

pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan dinas

kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data

pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk

potensial pemilih Pemilihan.

h. Daiam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud

pada huruf g dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan

bahwa :

1) Data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan

memenuhi sYarat;

2) Data kependud.ukan pendukung tidak benar, dukungan

tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan

3) Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan

pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat,

tapi tidak menggugurkan dukungan.
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i. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3),

ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

j. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h

dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.

k. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam

Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan'

I. Berita Acara hasil verihkasi administrasi sebagaimana dimaksud

pada huruf k, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:

1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Paslon Perseorangan;

21 1 (satu) rangkaP untuk PPK;

3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri

Berita Acara Model 8.A.3.1-KWK Perseorangan;

4|1(satu)rangkapuntukPPLmelaluiPanwasKabupaten;dan

5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten'

m. setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana

d.imaksudpadahurufb,hurufc,hurufd,hurrrfe'danhurufh
angka 2), KPU Kabupaten wajib membubuhkan paraf'

n. Dukungan ganda terjadi aPabila :

1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali

kepada 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan;

2) dukungan ganda meliPuti:

a)kesamaanterhadapNomorlndukKependudukan,nama,
jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun

Warga (RW), tempat dan tanggal lahir' dan status

perkawinan; atau

b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;

3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1

(satu) Bakal Paslon Perseorangan'

o. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud

pada huruf n angka 2) huruf a), dukungan hanya dihitung 1

(satu).
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p. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud

pada huruf p angka 2) huruf b) dan angka 3), ditindaklanjuti

dengan verifikasi faktual oleh PPS.

q. KPU Kabupaten menJrusun hasil verifrkasi dukungan ganda

dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.

r. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen asli berita acara hasil

verifikasi dukungan ganda kePada:

1) Bakal Paslon Perseorangan;

2) PPS melalui PPK dengan diiampiri hasil verifikasi dukungan

ganda.

s. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Bakal

paslon Perseorangan dan hasil verihkasi dugaan dukungan

ganda kepada PPS melalui PPK.

L. Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan

kepada PPS, pendukung Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat

menarik kembali dukungannYa.

u. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen

dukungannya, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

v. Berdasarkan hasil veril-rkasi administrasi, PPS melakukan

verihkasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan

kepada Bakal Paslon Perseorangan'

w. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat

petugaspenelitidariRukunTetangga(RT)/RukunWarga(RW)

setempat sesuai kebutuhan.

3. Verifikasi Faktual Oleh PPS

a. PPS melakukan verihkasi faktual dengan cara mendatangi setiap

tempattinggalpendukungyangtelahdinyatakanmemenuhi
syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama,

alamatpendukung,dandukungannyakepadaBakalPaslon
Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asii.
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b. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya,

dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi

syarat.

c. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan

d,ukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model

BA.s-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan

tidak mendukung dalam formulir Model B.1.I-KWK

Perseorangan.

d. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan

dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi

Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan,

dukungannya tetap dinyatakan sah'

e. Dalam hal berdasarkan kesaksian PanwascamlPPL yang

dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi

dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

f. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau

alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS

memberikan catatan pada kolom keterangan.

g. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan,

PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas

kependudukan yang asli.

h. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada

lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan calon Perseorangan, PPS

menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya

terhadap 1 (satu) Bakal Paslon Perseorangan dan pendukung

membubuhkan tanda tanganf cap jempol terhadap Bakal Paslon

perseorangan yang didukung, dan menulis mendukung atau

tidak mendukung Pasangan calong Perseorangan pada kolom

keterangan dalam formulir Model B.1.I-KWK Perseorangan dan

dicatat di dalam Berita Acara Model BA.s-KWK Perseorangan.

26



\,

i. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran

dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Paslon perseorangan,

dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada

kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir 8.1.I-KWK

Perseorangan.

j. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat

selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf g,

huruf h, huruf i, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual

mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau

Panwas Kecamatan.

k.PPSdan/ataupetugasverifikasifaktualwajib
me n doku menta sikan ke giatan verifika si faktu al'

1. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan

penelitian faktual, dengan cara berkoordinasi dengan Bakal

Paslon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Paslon

perseorangan d.i wilayah PPS bersangkutan untuk menghadirkan

seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan

tempatyangtelahditentukanpalinglambat3(tiga)harisejak
pendukungtidakdapatditemui,gunamencocokkandan
meneliti kebenaran dukungan.

m. Dalam hal Bakal Paslon Perseorangan danf atau tim penghubung

Bakal Pasion Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh

pend.ukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap

pendukung Yang hadir.

n.Dalamhalpendukungtidakhadir,pendukungdiberi
kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan

dukungannyapalinglambatsebelumbatasakhirverifikasi
faktual.

o. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas akhir

verihkasi faktual, dukungan Bakal Paslon Perseorangan yang

bersangkutandinyatakantid'akmemenuhisyaratdannama
pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan'
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p. Dalam hal Bakal Paslon Perseorangan danf atau tim penghubung

Bakal Paslon Perseorangan tidak dapat menghadirkan

pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar

wilayah administrasi dilaksanakannya Pilbup Grobogan, Bakal

Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon

Perseorangan dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual

dengan memanfaatkan teknologi informasi.

q. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi

dapat dilakukan, sepanjang Bakal Paslon Perseorangan

dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan dapat

menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang

membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang

sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya

Pilbup Grobogan 2O2O yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang.

r. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan

aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Paslon Perseorangan

dan/atau tim penghubung Bakal Paslon Perseorangan, dengan

ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real timel

dengan menggunakan panggilan video (uideo calt) yang

memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap

muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana

dalam verifikasi faktual secara ofJline.

s. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tidak dilaksanakan,

dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

t. Dalam hal verilikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan

teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung,

KPU I(abupaten melalui PPS dan difaslitasi oleh PPK dapat

melakukan verihkasi kembali terhadap:

I ) I(artu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian

foto dengan wajah pendukung pada saat verihkasi faktual

dengan uideo call dilakukan; atau
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2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang

berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung

tidak daPat dihadirkan.

u. ppS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita

Acara Model BA.$-KWK perseorangan yang ditandatangani oleh

Ketua dan Anggota PPS.

v. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS, dibuat dalam 5

(lima) rangkaP Yaitu :

1) 1 (Satu) rangkap untuk setiap Bakal Paslon Perseorangan;

2\1(Satu)rangkapuntukPPKdengandilampiriSemua
dokumendukungansetiapBakalPaslonPerseorangan;

3) 1 (Satu) rangkap KPU Kabupaten melalui PPK;

4) 1 (Satu) rangkaP PPL;

1 (Satu) rangkaP untuk arsiP PPS'

4. REI(APITULASI DUKUNGAN OLEH PPK

a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan

hasii verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari

setelah menerima berita acara dari PPS'

b. Rapat Pleno dihadiri oleh:

a. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;

b. Panwas Kecamatan; dan

c. PPS.

c. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas

Kecamatand,apatmengajukankeberatandenganmenunjukkan
bukti Pendukung.

d. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan

dan mencatat ke dalam Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan'

e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

BakalPaslonPerseoranganatautimpenghubungtidakdapat
menerima, Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung

mengisi Lampiran Model BA'6-KWK Perseorangan'

f . Hasil rekapitulasi jumlah dukungan, dituangkan dalam berita acara

Fonnulir Model BA.6-KWK Perseorangan'
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g. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

a. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon

Perseorangan;

b. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten;

c. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan;

d. 1 (Satu) rangkap arsiP PPK.

5. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU I(ABUPATEN

a. KpU Kabupaten melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dukungan

berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se

Kabupaten Grobogan paling lama 4 (empat) hari setelah menerima

berita acara dari PPK.

b. Rapat Pleno dihadiri oleh :

1) Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung;

2) Panwas KabuPaten;

3) PPK.

c. Bakal Paslon Perseorangan atau tim penghubung dan Panwas

Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan

bukti pendukung.

d. Dalam hal Keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan

pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Model BA.7-KWK

Perseorangan.

e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dart

Bakal Paslon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat

menerima, Bakal Paslon Perseorangan atau Tim Penghubung

rrrcngisi Lampiran Model BA'7-KWK Perseorangan'

f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara

menggunakan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

g. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Paslon

Perseorangan.

b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten'

c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kabupaten;

d. I (satu) rangkaP arsiP.

30



v

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat

berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran,

harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU

Kabupaten.

2. Perbaikan dukungan bagi Bakal calon Perseorangan sebagaimana

dimaksud dengan angka 1, dilakukan dengan ketentuan :

a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2

(dua) kali dari jumlah kekurangan;

b. Dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, bemPa :

1)Dukunganbaruyangbelumpernahmemberikandukungan
sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun;

dan/atau

2)Dukunganlamayangtelahdiperbaiki,berupadaftarnama
pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan

administrasiPPS,dan/atausuratpernyataandukungan
yangtidakditempeldenganKartuTandaPenduduk
Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan

c. Bakal Pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau

sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan

dukungansebagaimanadimaksuddalamhurufbangkal.

3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan calon

Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus

dilengkaPi Pada masa Perbaikan'

4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan, meliPuti dokumen :

a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

b.1(satu)rangkapaslihasilcetakB.l.l-KwKPerseorangan
perbarikanyangdicetakdariSistemlnformasiPencalonandan
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ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu)

rangkap salinan; dan

c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan

perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

5. Formulir Model 8.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana

dimaksud pada angka t huruf a digunakan untuk verifrkasi

administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten.

6. KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir

Model B.1.l-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan

verifikasi faktual perbaikan.

7. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat disaksikan

oleh :

a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubug; dan/atau;

b. Panwas Kabupaten

8. KPU Kabupaten melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan

dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana

dimaksud dalam BAB II huruf B angka 1.

g. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada

angka 8 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan :

a. Mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan

dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten

meiakukan verif,rkasi administrasi terhadap perbaikan

dukungan: atau

b. Tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangEln

dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan

Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi

perbaikan.

10. KpU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan

dukungan dengan pesebarannya, dengan menempuh prosedur

sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 2'

11. Dalam hal pada verihkasi sebagaimana dimaksud pada ayat 10

terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah
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memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan calon

Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan

perbaikian pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan

sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan

Calon :

a. Dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan

persebaran, KPU Kabupaten melakukan verifikasi faktual

terhadap perbaikan dukungan; atau

b. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah

dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap

verifikasi faktual Perbaikan.

13. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana

dimaksud angka 10 PPS melakukan verifikasi faktual secara

kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon untuk

menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau

sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran

dukungan.

L4. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud dengan

angka 13 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana

dimaksud dalam BAB III huruf B angka 3 huruf b sampai dengan

huruf k, huruf n, huruf p sampai dengan huruf v'

15. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada

angka 13 paling larna 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan

perbaikan.

16. Berdasarkan hasil verihkasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK

melaksanakan rekapitulasi hasil verifrkasi faktual perbaikan

dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III

huruf B angka 4.

17. ppl( melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana

dimaksud pada angka 16 paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima

hasil verifikasi faktual dari PPS'
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18. Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil verifikasi oleh PPK, KPU

Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual

perbaikan dukungan Bakal Pasangan calon Bupati dan wakil

Bupati dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud BAB III

huruf B angka 5.

lg. Dalam hal berd,asarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud

pada angka 18, dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan

Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan :

a. Telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU

Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon

Perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau

b. Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU

Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan calon

Perseorangn tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan

calon Bupati dan wakil Bupati pada masa pendaftaran.

BAB IV

PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Paslon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan

yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di

tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di KPU

Kabupaten, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat

diganti dengan calon lain;

2. Bakal paslon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan

yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Paslon

Perseorangan atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik.

3. Calon Perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi

faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan di
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KPU Kabupaten, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5

(Iima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

4. Berhalangan tetap, meliputi keadaan :

a. Meninggal dunia; atau

b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

5. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti karena berhalangan

tetap kepada masyarakat.

6. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa

penggantian calon berakhir.

7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik

dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Paslon

peserta Pilbup Grobogan 2O2O.

8. KPU Kabupaten melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon

pengganti diterima.

9 Bakal Paslon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi

administrasi, tidak dapat diajukan sebagai bakal calon dan/atau

bakal paslon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB V

PENDAFTARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENGUMUMAN DAN PENDAF"TARAN

1. PengumumanPendaftaran

KPU l(abupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui

media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU

Kabupatcn sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Pedoman

Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O.

2. Pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan

a. Masa pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan selama 3 (tiga)

hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.

\,
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b. Pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan dilakukan dengan

jadwal sebagai berikut:

a) hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada

pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan

b) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB

sampai dengan pukul 24.OO WIB.

c. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU

Kabupaten pada masa pendaftaran.

d. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon Perseorangan, KPU

Kabupaten bertugas :

1) Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;

2\ Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan

dan persebaran serta persyaratan calon Bakal Paslon

Perseorangan;

3) Berdasarkan hasil verihkasi, KPU Kabupaten mencatat

penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon menggunakan Tanda Terima Pendaftaran

Formulir TT.1-KWK Perseorangan, yang berisi :

a) nama lengkap bakal calon perseorangan;

b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

c) alamat dan nomor telepon bakal calon perseorangan;

d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon; dan

e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan

bakal calon perseorangan.

4) Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten

Grobogan dan kecamatan;

5) Memberikan formulir Tanda Terima Pendaftaran Formulir

TT.1-KWK Perseorangan kepada Bakal Paslon PerseOrangan;
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6) Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan

jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di

rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada

Bakal Paslon Perseorangan'

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

Perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten

terdiri atas:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal Paslon

Perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK

Perseoran gan be serta lampirannya;

b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon menggunakan

Formulir Model BB. 1-KWK;

c. surat pernyataan dilengkapi dengan keputusan pemberhentian

dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai

Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh' KPU/KIP

Kabupaten/Kota,Bawaslu,BawasluProvinsi,Panwas
KabuPaten/Kota;

d. Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana dilengkapi

dengan:

1)Suratketerangantidakpernahsebagaiterpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukumtetapd.aripengadilannegeriyangwilayahhukumnya

meliPuti temPat tinggal calon;

2) Surat keterangan dipid.ana karena kealpaan ringan (atlpa

leuis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan

yangtelahmemperolehkekuatanhukumtetapdari
pengadilannegeriyangmenjatuhkanputusanbagicalon
yangpernahdipidanapenjarakarenakealpaanringan(culpa

/euis) atau alasan Politik; atau
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3) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak

menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:

a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau

nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam

penjara disertai dengan buktinya;

b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap; dan

c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan

bahwa Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap.

e. bagi bakal calon perseorangan dengan status Mantan Terpidana

yang belum mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun sejak selesai

menjalani masa pidana sampai dengan jadwal pendaftaran,

wajib menyerahkan:

1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau

nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah Secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai

Mantan Terpidana disertai dengan buktinya;

2) suraL keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang

bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang

berulang dari Kepolisian Resor.

3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari

kepala lembaga permasyarakatan;

4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan

bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari

kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon

mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti

menjelang bebas; dan

5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
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f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi

tempat tinggal Calon;

g. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal

Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang

dikeluarkan oleh Kepolisian Resor.

h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan

penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa

laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang

secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal Calon;

j. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal

calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon

menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai

tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat

Calon yang bersangkutan terdaftar;

l. Keputusan pemberhentian sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat

Bupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus

sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat

Walikota;

m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal

Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
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n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

o. fotokopi ljazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, yang telah

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

p. naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Grobogan yang ditandatangani Paslon;

q. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten Grobogan, dan

kecamatan; dan

r. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) cm x 6
(enam) cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih

sebanyak 4 (empat) Iembar, serta foto calon ukuran lO.2

(sepuluh koma dua) cm x 15.2 (lima belas koma dua) cm atau

ukuran 4R berwarna sebanyak 2 (dua) lembar beserta soficopy.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda

tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :

a. surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus

Bupati dan wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;

b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri sipil atau

Kepala Desa,

c. surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil

bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat

Bupati , atau penjabat Walikota;

e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat

pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
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f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan

berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima)

hari sejak ditetapkan sebagai calon.

4. Paslon menyampaikan salinan formulir Model BB.I-KWK yang telah

diisi dan ditandatangani, kepada :

a. Bawaslu Kabupaten;

b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

5. Lampiran surat pencalonan Paslon Perseorangan dalam formulir

Model 8.1-KWK, meliputi :

a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Paslon

Perseorangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi,

dan program Paslon Perseorangan sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Grobogan,

ditandatangani oleh Paslon Perseorangan menggunakan

Formulir Model 8.3-KWK Perseorangan;

c. naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Grobogan yang

ditandatangani oleh Paslon;

d. dokumen administrasi persyaratan Paslon Perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).

6. Bakal Paslon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat

pendaftaran.

7. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye, berpedoman pada

Keputusan KPU Kabupaten tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Kampanye Pemilihal Bupati dan wakil Bupati Grobogan Tahun

2020.

8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon,

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama

Paslon Perseorangan.
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Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon

Perseorangan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

a. I (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehatan :

a. KPU Kabupaten menerima Keputusan KPU tentang standar

pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penvalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara

jasmani dan rohani.

b. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter

Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan

Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat Kabupaten/Provinsi,

untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas

Dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan

narkotika.

c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari

anggota tim dan anggota.

d. KPU Kabupaten menyamPaikan:

1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan;

dan

2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Bakal

Paslon Perseorangan.

e. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah

atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan

rekomendasi IDI Wilayah Kabupaten/ Provinsi dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

9
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f. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah

yang ditunjuk kepada Bakal Paslon Perseorangan untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas

penyalahgunaan narkotika.

g. 'l'im pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk

menetapkan kesimpulan yang menyatakan:

1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;

dan

2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika'

yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan'

h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil

pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan

kesehatan caion kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan

kelengkaPan Persyaratan calon.

i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat

final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

2. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi

terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan

pencalonandanpersyaratancalonpalinglamaT(tujuh)hari.

3. Hasil penelitian d.ituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan

lampirannYd.

4. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi

penelitian terhadaP:

a. tanda tangan Paslon Perseorangan;

b. materai; dan

c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini'

5. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah

lanjutan tingkat atas, Paslon wajib menyertakan:

a. fotokopr llazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang

dilegalisasiolehpejabatyangberwenangdiperguruantinggi
yang bersangkutan;
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b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri

atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau

swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;

c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi

Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi swasta Agama di wilayah

pergurllan tinggi swasta itu berada, apabila perguman tinggi

swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

6. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung

dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar

(STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh

instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan

pendidikan atau pendidikan agama di wilayah tempat sekolah

dimaksud pernah berdiri.

7. Dalam lnal rjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon

yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib

menyertakan surat keterangan pengganti ijazahlSurat Tanda

TamaL Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

8. Dalarn lnal rjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon

yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah

tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon

wajib menyertakan surat keterangan penggantr tjazah yang

dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang

menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di

wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

g. Pengesahan fotokopr tjazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah

yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan

urusan pendidikan.

10. Pengesahan fotokopi rjazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional

dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau

instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan'
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11. Pengesahan fotokopi ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat

yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan

pendidikan.

t2. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi

ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan

catatan kepolisian, KPU Kabupaten melakukan klarifrkasi ke

Kejaksaan Negeri/l(ejaksaan Tinggi dan Pengadilan

Negeri/Pengadilan Tinggi untuk memastikan adanya putusan yang

berkekuatan hukum tetaP'

13. Dalam hal sudah terd.apat putusan yang berkekuatan hukum tetap,

KpU Kabupaten melakukan klarifrkasi ke Lembaga Pemasyarakatan

untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :

a. pernah diPidana Penjara, atau

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun sebelum jadwal pendaftaran'

14. Dalam hal terdapat keraguan d,anf atau masukan dari masyarakat

terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau

persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarihkasi

kepada instansi Yang berwenang'

15. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifrkasi

dalam berita acara.

16. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal

Paslon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka dan

mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

17. Berdasarkan hasil verifikasi, d.okumen persyaratan pencalonan

dan/ataupersyaratancalonyangdinyatakanbelumlengkap
dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi

syarat, Bakal Paslon Perseorangan diberi kesempatan untuk

melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga)

hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten'
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18. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon

atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan

narkotika.

19. Dalam hal bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak

memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas

penyalahgunaan narkotika Calon atau Paslon yang bersangkutan

dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.

20. Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon, dilakukan pada masa

perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Paslon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan

jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan

menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan

selama 3 (tiga) hari.

2. Bakal Paslon perseorangan melakukan perbaikan terhadap

persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada

masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil

veri{ikasi diterima.

3. Perbaikart dokumen dilakukan hanya terhadap dokumen yang

dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat

dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN

1. Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Paslon Perseorangan

dilakukan dengan ketentuan:

a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2

(dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
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b. Dukungan yang diserahkan, dapat berupa dukungan baru yang

belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Paslon

Perseorangan manapun dan/atau dukungan lama yang telah

d.iperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya

tid.ak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar

nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik; dan

c. Bakal Paslon Perseorangan dapat menentukan desa/kelurahan

dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Paslon Perseorangan, wajib

diiengkapi Pada masa Perbaikan.

3. Bakal Paslon Perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan

dalam bentuk sofi.copy d.an hard"copy sebanyak 3 (tiga) rangkap

kepada KPU KabuPaten.

4. KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan

sebanyak rangkaP 3 (tiga), Yaitu :

a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;

b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Paslon Perseorangan,

setelahmendapatpengesahanKPUKabupatendengan
membubuhkan Paraf dan caP basah;

C.1(satu)rangkapasiikepadaKPUKabupatenuntukarsip'

5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Paslon

Perseorangan, KPU Kabupaten melakukan prosedur :

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon yang diajukan oleh perseorangan; dan

b. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan

persebaran serta persyaratan calon Bakal Paslon Perseorangan'

6. Dalam melaksanakan prosedur, KPU Kabupaten mencatat

penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen

Perbaikan formulir Model TT'2-KWK'
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Penyerahan perbaikan dukungan Baka1 Paslon Perseorangan,

meliputi dokumen:

a. surat pernyataan dukungan yang berisi data, tanda tangan atau

cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B'I-KWK

Perseorangan Perbaikan; dan

b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Paslon Perseorangan dan

persebaran yang disusun menggunakan formulir Model 8.2-KWK

Perseorangan Perbaikan.

Perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan yang disampaikan

setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Paslon

Perseorangan, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan

dituangkan dalam Berita Acara.

KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara

sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan).

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan

Calon

Dalam penelitian hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon :

a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan

persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima

perbaikan.

b. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon

yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali

mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten, laporan tertulis

dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor

yang j elas, bukti-bukti yang mendasari/ memperkuat laporannya

dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang

dilaporkan.

c. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis

masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan

7
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melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau

kepada Bakal Paslon Perseorangan.

d. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model

BA. HP Perbaikan-KwK dan lampirannya.

e. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan

menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Paslon

Perseorangan.

f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Paslon Perseorangan dinyatakart

belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal

Paslon Perseorangan tidak melengkapi dokumen administrasi

persyaratan Paslon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal

Paslon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Paslon Perseorangan

a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan

dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur

sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka 1 (satu)

dan angka 2 (dua) huruf a sampai dengan huruf j.

b. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan

mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan

dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten

melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan

dukungan.

c. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan,

tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan

dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan,

Bakal Paslon

Perseorangall yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi

syarat dukungan.

d. KPU Kabupaten melakukan verif,rkasi terhadap dugaan

dukungan ganda Bakal Paslon Perseorangan dengan prosedur

sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 2 (dua)

huruf p sampai dengan huruf u.
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e. Dalam hal pada verihkasi, terdapat dukungan ganda berupa 1

(satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada

Bakal Paslon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi

syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Paslon Perseorangan

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

f. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan

verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal

Paslon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Paslon

Perseorangan.

g. Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan

menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III

Huruf B angka 3 (tiga) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf

g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf I, huruf m, huruf n,

huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan

huruf w.

h. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan

rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana

dimaksud dalam BAB III Huruf C.

i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten

melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur

sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf D.

j. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten, melakukan

rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal

Paslon Perseorangan dengan menempuh prosedur sebagaimana

dimaksud dalam BAB III huruf E.

k. Berdasarkan hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten melakukan

verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.

t. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal

Paslon Perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan

dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan

perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan memenuhi

syarat.
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m. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal

Paslon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan

dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan

perbaikan dukungan Bakal Paslon Perseorangan tidak

memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan,

persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pilbup Grobogan

pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara

Penetapan Paslon.

2. Berdasarkan Berita Acara, KPU Kabupaten menetapkan Paslon

Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Paslon Perseorangan

dalam rapat pleno terbuka.

4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Ralryat,

Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Ral;yat Daerah,

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan

pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan

Rakvat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang

mencalonkan diri dari Kabupaten lain wajib menyampaikan keputusan

pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati dan

Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara.
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6. Bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati,

atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian

sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30

(tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara.

8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud

pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh) dan tidak

dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses,

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

9. Paslon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada angka 8 (detapan) tidak dapat mengajukan

calon pengganti.

10. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Paslon yang telah

ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.

11. Rapat pleno KPU Kabupaten, dihadiri oleh :

a. Paslon;

b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan

Paslon;

c. Tim Kampanye;

d. Bawaslu Kabupaten;

e. Media massa; dan

f. Tokoh masyarakat.

12. Paslon Perseorangan wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor

urut.

13. Bagi calon atau Paslon Perseorangan yang tidak hadir dalam rapat pleno

dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan

52



penandatanganan pada rancangan daftar Paslon dilakukan oleh petugas

perwakilan dari Tim Kampanye.

14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa

surat mandat tertulis dari Paslon Perseorangan.

15. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.

16. Nama lengkap Paslon Perseorangan pada daftar Paslon dan surat suara,

harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP Elektronik yang

bersangkutan.

17. KPU Kabupaten men)rusun nomor urut dan nama Paslon dalam Daftar

Paslon.

18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan

Nomor Urrt dan Daftar Paslon.

19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

20. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang

telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan paling lama 2 (dua)

hari sejak penetapan nomor urut Paslon.

21. Penetapan dan pengumuman Paslon bersifat final dan mengikat.

22. Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilbup Grobogan yang

ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

a. mencetak surat suara

b. keperluan kampanye; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan

suara.

23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara

hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi

kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari

pemungutan suara dengan difasilitasi oieh KPU Kabupaten'

24.Dala11^ hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta

kekayaan pribadi/pejabat negara, Paslon dapat memberikan surat kuasa

kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
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25. Paslon Perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak

ditetapkan sebagai Paslon oleh KPU Kabupaten.

26. Paslon Perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan

tidak dapat diganti.

27. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Paslon Perseorangan

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Pemilihan.

28. Paslon Perseorangan yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor

urut Paslon lain yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan dapat

dilakukan, dalam hal :

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara pefinanen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat

keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.

4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara

permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit

pemerintah.

5. Penggantian Bakal Calon Perseorangan, dapat dilakukan pada tahap

sebagai berikut:

a. sampai dengan tahap verihkasi persyaratan calon; atau

b. sebelum penetapan Paslon.
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6. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Paslon Perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka t huruf b dan huruf c, dapat

dilakukan pada tahap sebagai berikut:

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;

b. sebelum penetapan Paslon; atau

c. sejak penetapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum

hari pemungutan suara.

7. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan hanya

dilakukan terhadap Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan

yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap

atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telatt

berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian Bakal Calon Perseorangan atau Calon Perseorangan yang

dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau

dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah

kedudukan:

a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau

b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

9. Penggantian Bakal Calon Perseorangan karena dinyatakan tidak

memenuhi syarat kesehatan hanya dapat dilakukan pada masa

perbaikan.

10. Penggantian calon dari Paslon Perseorangan karena berhalangan tetap

atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Dalam hal Paslon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi

pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap, pasangan calon dinyatakan gugur dan tidak dapat

mengikuti Pilbup Grobogan;

b. Calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama

7 (tujuh) hari sejak Calon Perseorangan dinyatakan berhalangan
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tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;

c. Dalam hal Calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Paslon

Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dinyatakan gugur;

d. Dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan
tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh
sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon
perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon
dari paslon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, ditetapkan sebagai Paslon; dan

e. Dalam hal salah satu calon dari Paslon Perseorangan berhalangan

tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d,

KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.

11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh)

huruf d, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup Grobogan dengan salah
satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap sebagai Paslon

pescrta Pilbup Grobogan.

12. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan calon atau Paslon Perseorangan

pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), dan menetapkan

Paslon Perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat
pengusulan Calon atau Paslon Perseorangan pengganti.

13. KPU Kabupaten melakukan verifrkasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon Perseorangan

pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan

Calon atau Paslon Perseorangan pengganti.
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BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Paslon Perseorangan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta

Pilbup Grobogan oleh KPU Kabupaten, apabila:

a. Paslon Perseorangan dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengarrrhi

pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

b. Paslon Perseorangan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan

yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

c. Paslon Perseorangan terbukti menerima dan/atau memberikan

imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Paslon Perseorangan terbukti melakukan kampanye di media cetak

atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten.

e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi

Calon atau Paslon Perseorangan yang berstatus sebagai Petahana.

f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah

Daerah untuk kegiatan Pilbup Grobogan sejak 6 (enam) bulan

sebelum ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan penetapan Paslon

Tepilih bagi Calon atau Paslon Perseorangan yang berstatus sebagai

Petahana.

g. Tidak menyerahkan surat izir. cuti kampanye, bagi calon yang

berstatus sebagai Petahana.

2. Pembatalan Paslon Perseorangan peserta Pilbup Grobogan, tidak

mengubah nomor urut Paslon peserta Pilbup Grobogan yang lain.
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BAB IX

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan daftar Bakal Paslon Perseorangan

beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat

masukan dan tanggapan.

2. Masukan dan tanggapan masyarakat, dapat disampaikan kepada KPU

Kabupaten pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau

media elektronik sampai dengan masa penelitian.

3. Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan

dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pilbup Grobogan merupakan sengketa yang

timbul dalam bidang tata usaha negara antara Paslon dengan KPU

Kabupaten sebagai akibat diketuarkannya Keputusan KPU Kabupaten

tentang Penetapan Paslon peserta Pilbup Grobogan.

2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara, diselesaikan melalui upaya

administrasi di Bawaslu Kabupaten.

3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten,

dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara.

4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usa-ha negara sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN
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1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan

penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau

sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang memberikan

dukungan kepada Paslon Perseorangan.

2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual,

terbukti adanya dukungan, dukungan dimaksud dinyatakan tidak

memenuhi sYarat.

3. Paslon Perseorangan dapat mencantumkan gelar akademik, gelar

sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan

pencalonan dan sYarat calon.

4. pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang

telah dilegalisir.

5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa

penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan sampai dengan

penetapan Paslon peserta Pilbup Grobogan, KPU Kabupaten dapat

memanfaatkan sarana teknologi.

6. Kepala Desa atau sebutan lain yang mencalonkan diri secara

perseorangan menjadi Paslon Perseorangan, wajib mengundurkan diri

yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri

sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat

pendaftaran.

T. perangkat Desa atau sebutan lain yang mencalonkan diri secara

perseorangan menjadi Paslon Perseorangan, wajib mengundurkan diri

yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri

sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat

pendaftaran.

8. Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain

wajib menyampaikan :
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a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;

b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat

pengunduran diri; dan

c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh

pejabat yang berwenang.

kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan

sebagai calon.

g. Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa atau sebutan lain

wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam

puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

10. Dalam hal terd.apat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran

ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Paslon

Perseorangan pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah

dilakukan penetapan Paslon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak

yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat

Belajar (ST'|B) Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat

Tanda Tamat Beiajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi

syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan BAB VII angka 10

(sepuluh).

12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan masih

terdapat Paslon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan

perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat bakal

Paslon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta

telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak

mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa

perpanjangan pendaftaran.

13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Paslon yang diterima pendaftarannya dan tidak

terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum
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mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Paslon

perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah

mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar

pada masa Pendaftaran.

14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon

yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran'

15. KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Grobogan dengan

1 (satu) Paslon, apabila terdapat salah satu keadaan :

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa

perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang

mendaftar;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Paslon yang mendaftar, dan berdasarkan

hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon yang memenuhi syarat'

dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa

pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang

mendaftar, atau Paslon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian

dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya

terdaPat 1 (satu) Paslon;

c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa

Kampanye, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang

mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan

suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan

hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau

e. terdapat paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta

Pilbup Grobogan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu)

Paslon.

16. Tata cara penyelenggaraan Pilbup Grobogan dengan 1 (satu) Paslon,

berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur

tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon'

1
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17. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan perseorangan,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

18. Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.

BAB XII

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman

dalam Pencalonan Perseorangan Pilbup Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Desember 2Ol9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN
Kasu bbag Hukum

I I

KA
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A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1 KWK

2, MODEL BB.2-KWK

3. MODEL BB.3 KWK

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 1 8/ PP.O r.2 / Kpt / 33 1 5/ KPU-Kab I Xtt / 2OL9

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2O2O

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN

2020

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI

JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK

NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK

DAERAH (BUMD)

FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B_KWK SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O

2. MODEL 8.1-KWK SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL

PERSEORANGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

3. MODEL B.2-KWK REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN

PERSEORANGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN



\-

4. MODEL B.3-KWK

PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN

NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

DENGAN RPJP KABUPATEN GROBOGAN

C. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA. 1-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

PERSEORANGAN PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN

SEBARAN DUKUNGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O

2. MODEL BA.2-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN

DATA PENDUKUNG DENGAN

PERNYATAAN DUKUNGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O

3. MODEL BA.3-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN

DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR

PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR

PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH

PEMILIHAN PADA PILBUP GROBOGAN

TAHUN 2O2O

4. MODEL BA.3.1-KWK BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI

PERSEORANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

5. MODEL BA.4-KWK BBRITA ACARA HASIL VERIFIKASI

PERSEORANGAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O
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6 MODEL BA.S-KWK

PERSEORANGAN

LAMPIRAN MODEL

BA.5- KWK

PERSEORANGAN

MODEL BA.6-KWK

PERSEORANGAN

LAMPIRAN MODEL

8A.6- KWK

PERSEORANGAN

10. MODEL BA.7-KWK

PERSEORANGAN

1 1. LAMPIRAN BA.7-

I(WK

PERSEORANGAN

12, MODEL BA.8-KWK

PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SURAT PERNYATAAN TIDAK

MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

DI TINGKAT KECAMATAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

DI TINGKAT KECAMATAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

DI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

DI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

v

7

8

9
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D. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT. I-KWK TANDA TERIMA PENDAFTARAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

13. LAMPIRAN BA.8-

KWK

PERSEORANGAN

LAMPIRAN MODEL

TT.1- KWK

3. MODEL TT.2-KWK

LAMPIRAN MODEL

TT.2-KWK

5. MODEL BA.HP-KWK

LAMPIRAN MODEL

BA. H P-I{WK

DI TINGKAT KABUPATEN GROBOGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

DI TINGKAT KABUPATEN GROBOGAN

LAMPIRAN TANDA TERIMA

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN

PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN

2020

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN PENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL

PENEI-ITIAN PERSYARATAN

ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN

\-

2

4

6
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7 MODEL BA.HP

PERBAIKAN-KWK

LAMPIRAN MODEL

BA.HP PERBAIKAN-

](WK

PENCALONAN DAN PERSYARATAN

CALON PADA PILBUP GROBOGAN

TAHUN 2O2O

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

PERBAIKAN PERSYARATAN

ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN

PENCALONAN DAN PERSYARATAN

CALON PADA PILBUP GROBOGAN

TAHUN 2O2O

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL

PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN

ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN

PENCALONAN DAN PERSYARATAN

CALON PADA PILBUP GROBOGAN

TAHUN 2O2O

8

\.,

\,

E. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PERBAIKAN

1. MODEL BA.I-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

PERSEORANGAN PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN

PERBAIKAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN PADA

PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

2. MODEL BA.2-KWK BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN

PERBAIKAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN

PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

3. MODEL BA.3-KWK BERiTA ACARA HASIL VERIFIKASI

PERSEORANGAN ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN

PERBAIKAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN

DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU

DAF"TAR PENDUDUK POTENSIAL
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6

4

5

7

8

MODEL BA.3.1-KWK

PERSEORANGAN

PERBAIKAN

MODEL BA.4-KWK

PERSEORANGAN

PERBAIKAN

MODEL BA.S-KWK

PERSEORANGAN

PERBAIKAN

LAMPIRAN MODEL

BA.5- KWK

PERSEORANGAN

PERBAIKAN

MODEL BA.6-KWK

PERSEORANGAN

PERBAIKAN

LAMPIRAN MODEL

8A.6- KWK

PERSEORANGAN

PERBAiKAN

PEMILIH PEMILIHAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN

PERBAIKAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN

PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O OLEH PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA

SURAT PERNYATAAN TIDAK

MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O DI TINGKAT

KECAMATAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O DI TINGKAT

KECAMATAN

v

9
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10. MODEL BA.7-KWK

PERSEORANGAN

PERBAIKAN

1 1. LAMPIRAN MODEL

BA.7-KWK

PERSEORANGAN

PERBAIKAN

12. MODEL BA.8-KWK

PERSEORANGAN

PERBAIKAN

13. LAMPIRAN BA.8-

I{WK

PERSEORANGAN

PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O DI TINGKAT

KABUPATEN GROBOGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O DI TINGKAT

KABUPATEN GROBOGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O DI TINGKAT

KABUPATEN GROBOGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O DI TINGKAT

KABUPATEN GROBOGAN

F. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PERBAIKAN

1. MODEL B.I-KWK SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

PtrRSEORANGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

PERBAIKANPERSEoRANGANPADAPILBUP
GROBOGAN TAHUN 2O2O
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2. MODEL B.2-KWK

PERSEORANGAN

PERBAIKAN

Salinan sesuar
SEKRETARIAT

KABU

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN

PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP

GROBOGAN TAHUN 2O2O

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 6 Desember 2Ol9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

aslinya
PEMILIHAN UMUM

GAN

S

67
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MODEL BB.I.KWK

SURAT PERNYATAAN

BAI(AL CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

Yang bertanda tangan di bar,l,ah ini

a. Nama :

b. NIh: :

c. Jerris kelamin :

cl. Pekerjaan :

e. Tempat can tanggal :

lerhir /umlt:

L Alamat tempat tinggal

tahun
\-

\,

lrre lr_\ ut-.rli.Irt d,:nqatr sebenarny'a bahwa saya

A. TIMUM

l. bertac:v.'a kepada Tuhan Yang \{aha Esa;

'2. setia kepada Pancasila sebagi.i Dasar Negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun L945, cita-cita Proklamasi

I(emerdekaan 17 Agustus Tahun t945 dan Negara Kesatuan

Repubiik Indonesia;

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yalrg telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. belurr- pernah menjaba-- sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2

(dua) l.:ali masa jabatarr dalam jabaun yang sama sesuai ketentuan
Pasal 4 a1'at (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam
Pernil-han;

S. belurrr pe:nah menjabat sebagai Bupati bagi Calon Wakil Bupati di
daerah yang sama;

6. ticlak a.ka:: rrengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*)
Clrobc,gan;
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B. KHUSUS

Terpidana karena alasan politik

Mantan Teraidana:/ang telah selesai menjalani pidana
penjara terapi belr;m melampaui paling singkat 5
(lima) tahun sebelu:a jadwal pendaftaran dan bukan
Mant.an Terpidana bandar narkoba atau Mantan
Terpidana <e-iahatan seksual terhadap anak, serta
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa sa-r,a adalah :

a. mantan terpidara; dan
b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/Penjabat \L'alikota*) pada saat pendaftaran
darr berscdia mengundurkan diri sebagai Pegawai
Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon

Beri centang
pada kolom

ini

Uraian Status Khusus

Terpidana karena kealpaan ringan (culpa leuisl

Te:pidana yang tidak menjalani pidana dalam
penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan
keoada publik bahwa saya sedang menjalani pidana
tidak di dalarr- penjara

Mantan Telpidana yang telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jad.val pendaf:aran dan bukan Mantan Terpidana
bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan
seksual terhadap anak

Bersedia berhent dari jabatan saya
Gubernur/lVakil Gubernur/Bupati/Wakil
Walikota/Wakii Walikota*) dari provinsi lain

Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara
selarr-a masa karr-panye bagi Gubernur, Wakil
Gubernur. Bupari, Wakil Bupati, Waiikota atau Wakil
Walikcr:a yang mencalonkan diri di provinsi yang
sama

sebagai
Bupati/

3e:sedia mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota
DPRi DPD/DPRD-) sejak ditetapkan sebagai Pasangan
tlalon.

3ersedia mengundu:kan diri sebagai Anggota Tentara
Nasional lndonesia sejak ditetapkan sebagai
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Pasangan Calon

Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri
Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Bersedia mengundurkan diri sebagai perangkat desa
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Bersecl:a berhenti dari jabatan pada Badan Usaha
Mi-ik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon

Bersed-a berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU I(abupatenfKota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK
dan PPS.

v

Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala
D,:sa ata,Ll sebutan lain sejak ditetapkan sebagai
Pasa:rgan Calon.

Derrikian surat p<rnyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
ctrgune.kal se bagarmi:na. me s tlnya.

MF.TEFAI

6.C00

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/ Wakil

Bupati*)

Keterangan:
1. .) Pilih salah satu.
2. Bei te.nda I r/ ]pada <olom yang tersedia jika sesuai
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MODEL BB.2 KWK

DAFTAR RTWAYAT HIDUP
CALCN BUPATI/ WAKIL BUPATI PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

v

A. Data Pribadi

Nama Lengkap

NIK

Email

Jenis Kelamin

Moto Hidup

B. Riwayat Pendidikan "*)

.lenjane

Laki -laki / PeremPuan*)

In s:itu si Tahun (masuk - lulus)

Tempat/Tanggal Lahir

Usier

Alamat Tempat Tinggal

No. Telpon/HP

Kawin/ Belum Kawin/Pernah Kawin *)Status Perkawinan

Agama

NPWP

Hobi

TahunInsritusiJenjang

77
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C. Pengaiaman Pekerjaan**)

Jabatan Institusi Tahun

D. Pengalaman O-ganisasi "*)

Jabatan Institusi Tahun

E. Publikasi **)

Tahun TerbitJudul

F. Penghargaan *")

h-etrnaPengLrargaan Institusi Tahun

I

G. Data I(eluarga

Hubungan Keluarga

I stri Sr-r.ami

Jr-rrniah Anak
IAnak
2
3.cst...
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H. Lain-lain:

Daftar riu,ayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana rr-estinya dan bersedia/tidak bersedla*f

dipublikasikan oleh KPU Kabupaten G:obogan

20

lv'late ra i

6,000

Yang Membuat PernYataan,

Calon Bupati/ Wakil BuPati*)

\-,

v

(. ,)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
**) dimulai dari tahun yang lebih awal
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MODEL BB.3 -KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAIT USAIIA
MILIK NEGARA IBUMNI/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yar-g bertanda tangar- di barvah ini :

a. Nama

b. NIK

c. Nrlrnor Pegawai

d. Jenis kelam.n

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur
f. Alamat tempat tinggal

....tahun

\,

menvatal:ern dc.ngan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan
pacla BUMN/BUMD'*). ...........serta akan menyamPaikan
I(ep,r-rtusan Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang
ber',.venarrg paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan
sLlara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
cli gurrakau-r sebargaimana mestinya.

MATERAI

6.000

20

Keteranqa:r:*) Warjib cliisi oleh :alon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan
paling larlbat 5 (lima) hari sejak penetapan pasarlgan calon.

*") pi -h sa[ll- satu.
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MODEL B-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PENCALONA}I PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,

bersama ini kami Pasangan Calon :

1. Nama Calon Bupati:

\- mengajukan diri dan mendar:arkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan dengan jumlah pendukung ..... .... orallg (.."'....%) dari jumlatt

pemilih, yang tersebar di .1....... ...... Vo\ Kecamatan sebagaimana dimaksud

dalam I(ecutusan I(PU Kabupaten Grobogan Nomor 96 lPL.2.2lKptl3326lKPU-

Kablxl2Olg tentang Penetapan Jumlah Itlinimal Dukungan Persyaratan Dan

perscblrap paszrngan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Groboga-n Tahr-rn 2020.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon

Euapti 6an s,akil Buapti, dan ailarr:piri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian

d.ukungan pasangan Ca-lon Perseorangan dari KPU Kabupaten Grobogan serta

dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum.

\, Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakart

sebagaimana mestinYa.

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Materai

6.000

(

Keterangan :

-) Pilih salah sat'r

.)

2. Nama Calon Wakil BuPati:



MODEL B.1.KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAI{AL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

Kelurahan/ Desa*)
Kecama:an

Keterangan :

*) Pilih salah satu

Kabupaten/Kota*) :

Provinsi :

1

2
aJ

4
(
6
7
8
9

Yang bertanda tangan di bav"ah ini, saya

Nama
NIK
Jenis l(elamin
Alamat
RT/ RW
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Pekerjaan
Statu.s Perkarvinan Beium Ka'v.rin/ Sudah Kawin/ Pernah Kawin*)

dengan :ni menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung

pencalonan Pasangan Calon Pe:seorangan dalam Pemiiihan Bupati dan Wakil

Bupati p,ada Pemilihan Bupati dan',Vakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O, atas

nama:

1. Calor-r Bup:rli :

2. Calon Wakil Bupati

Sebagai bukti dukur:gan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat
pernyartaan cul.:ungan ini s&irs lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektror-rik/ sr-rrat keterangal -rang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil*.1.

Del-rik-an pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan

sebagairrrana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan

ketidakt,enaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, Saya

bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan

pcl-erLLrrarr perr.^ndang-undangan yarg mengatur tindak Pidana Pemilihan

dan I artau Undang-Undang Hukum Pidana.
2017,

Yang Membuat Pernyataan



MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN

REI(APITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

Rekap-tutasi jr-rmlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati

dan Wal:il Bupati Grobogan Tahun 2O2O, atas nama:

1. Calon EluPati

2. Calon V/akil BuPati

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jum.ah per:rilih di Ka.bupaten Grobogan sebanyak 725'79O orang;

2. Jumlah Kecamatan sebanyak 19 Kecamatan'

S. Jgmlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU

l(abupaten Grobogan sebanyak 54.435 orang dan 11 Kecamatan;

4, Jurmlah selttruh dukungan Pasangan Calon perseorangan orang

(.'9'");

5. Dukungan Per.sangan calon Perseorangan tersebar di

urtau setarl rlengan (' ,.'.....%")

Kecamtan

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

541

orang11

.orang2

.orang3. dst..

oranS1

.orang

...orang3. dst.

.. , .orangI

,..oran82
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sebagaimana mestlnya.

Calon BuPati

Materai

6.000

(,

ini disusun untuk digunakan
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MODEL 8.3-KWK
PERSEORANGAN

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI. DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O DENGAN RPJP I(ABUPATEN
GROBOGAN

Yang bertarda tangan di bawah ini :

Nama Calon 3'lpa:- :

Nama Calon Wakil Brrpati :

men\ratakan bahn'a naskah 'risi, misi, dan program Pasangan Calon

Perseorangar- Pem''iran Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020,

telah sesLla- derr3an Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

I(arbr-t pat-crr ():o bogan.

Dcmikiar sura: pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

ciigr-r naka:r seb agai::r.rna mestnya.

20

Calon Bupati Calon Wakil Bupati

M ate ra i,

6.000

\-

)



MODEL BA.I.KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFII(ASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN

DUKUNGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

Pada hari ini ta:iggal bulan Tahun dua

ribu t'-rjuh belas certempat di .. KPU Kabupaten

Grobogan telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran

dukr-rngan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Grobtgan, a-as nana :

1. Calcn Eupati

2. Calcn Wakil Bupat:.

Dalani verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon

Perseorangan, KPU Kabupaten Grobogan melakukan kegiatan sebagai

berikut:

a. meLlku<an verifikasi terhacap jumlah dukungan dan persebaran yang

terdapat clalam dokumen asli hardcopy formulir Model 8.1-KWK

Pcrseorangan;

b. melaku<an verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model 8.1-KWK

Perseorangan;

c. melaku-<an verilikasi terhadap -iumlah dukungan dan persebaran yang

tercapat dalam sofreopA formulir Model B. 1-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukrrngan dan sebaran

dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

I
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1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-

l<V/K Perseorangan sebanyak ...orang dan tersebar di

......% I(ecamatan di Kabupaten Grobogan atau sebanyak

Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi

S1'arat*) jur:rlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari

Dirrrrs I{cpcnclrrdukan Catatan Sipil y'ang menjadi lampiran Formulir

Model B. 1 -liWK Perseorangan sebanyak pendukung, serta

clireyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah

minimal dukungan.
3. Jr-rmlah dukungan yang terdapat dalam sofcopA formulir Model B.1-

KV,/l( Perseorangan sebanlTak .. orang dan tersebar di
o,/o I(ecamatan di Kabupaten Grobogan atau sebanyak

I(ecamatan.

Demikian Berita Acara ini ciibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten

Grobogan.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rang<ap untuk Pasangan Calon Perseorangan;

2. I (satu) rang<ap untuk Bawaslu Kabupaten Grobogan;

3. 1 (satu) rang<ap untuk arsip KPU Kabupaten Grobogan'

KPU Kabupaten Grobogan

Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

\-.

D

NO NAMA JABATAN TANDA TNTGAN

I Ketua

2 Anggota

-J Anggota

4 Anggota



MODEL BA.2.KIVK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFII(ASI ADMINISTRASI TERIIADAP KTSESUAIAN DATA

PENDUKUNG DENGAN PERIiTYATAAN DUKUNGAN PADA PILBUP

GROBOGAIT TAHUN 2O2O

Pacla rari ini tanggal bulan Tahun

cluzr ribu rujr-rh belas bertempat di . ..... , KPU Kabupaten

Grobogal telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data

pendukr-rng dengan bukti pernyatan dukungan dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Rr-rpati Grobogan Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Bupati

Dalam verilikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan,

I(PU Provinsi Jawa Tcngah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama,

jenis l.:elamin, tempat Can tanggal lahir dan alamat pendukung pada

forr:.rulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda

pen,ludul( atalr surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

kependudukal dan catatan siPil;

2, veriiikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah

Pemilihan;

i. r'cr rlrliust liclerigkapi,ttl l.rtnptrar dokumet-r dukungan;

4. veriiikasi kesesuaian alarr:at pendukung dengan wilayah

administrasi PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan

syarart usia pendukung dan/atau status perkawinan.

2. Calon Wakil Bupati :
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Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal

Pzrsangan Cal,:n Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan

tersebnt cli atas sebagai berikut :

TAB
EL

HASIL \/ERIFII(ASI TSI FORMTILIR MODEL 8.1 KWK
PERSEORANGAN

No Ur

Pendukur-g yang diajukan
Pasangar Calon Perseorangan

Penclul<l'.ng ya.Ilg dicoret karena l-Iama,

alamat dau NIK Pendukung :/ang

ltersur-tgl<utan yang tertera dalam surat

Ilern)/ataar-I dul<ungan (Formulir Iviodel

B. - -KWI'i Perscorangani tidak sesuai

secer:a rr'y'ata dengan fctokopi identitas

l<eper-rd'-dukan.

I

2

oleh

Penoukung yang dicoret

)'ang tertera pada identitas kependudukan

pe:rdukttng ]'ang bersangkutan tidak

sesuiai dengan darerah pernilihan.

J karena alamat

Pc r-.cl r-r l<r,tn g )'.:tIig dicor::t

ditemu<an totokoPi iderrtitas

l<eperrdtt,lukan sebagai lampiran surat
-)ernyar-ae-n ciukungan (Formulir Nlodel

4

3. I -i(\,\' K Perseorangan).

karena r-idak

Pendul.:-rng yang dicoret

l/arlg tertera pada identitas kependudukan

penclr-rl.-ui-tg l/ang bersangkr"ttan tidak

sesuiai cengan wilayah administrasi PPS'

karena alamat5

Pendull',tng )'erng dicore:

tidak memenuhi syarat ka;-ena tidak

memer:-rhi syarat usia.

Ircrr,-[ukr-.-.rg ]i,lllg clinyaLakan Memct-tu

S5,arat Berdasarkan Hasil Verifikasi

(Nomor - -(No. 2+No.3+No.4+No' S+t'1o.6))

6

7

dan dinyatakan

hi

I
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TerhadappendukungyangdinyatakanMemenuhiSyarat,dilakukan
verif,rkasi:

i. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan

2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan'

Dr:mil<ian Berita Aca:a ini clibuat dalam 3 (tiga) rangkap' dan masing-

masing rangkap ditanclar-angani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten

Grobogan.

Berita Acerra ini disampail:an kepada :

1. i (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2, 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bar,raslu Kabupaten Grobogan;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Grobogan'

KPU I(ABUPATEN GROBOGAN

TAI{DA TANGAN
NAMA JABATAN

NO
Ketua

Anggota
2

Anggota
.)

Anggota
4

Anggota
5

I.



MODEL 8A.3.l-KlVK
PERSEORANGAN

\.,

BERITA ACARA
HASIL KLARTFII(AST DINAS KEPENDUDUI(AN DAN CATATAN SIPIL

Paca hari ini ...,,, tanggal .... .... bulan Tahun dua
ribu tujurh belas bertempat di... ....., Dinas Kependudukan dan

Cr taran Sipil I'<-ab-ipater. Grobogan telah melakukan penelitian kesesuaian

arntara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan

Ca.latan Sipil dengan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan

pemiLiran Er-rpati dan f,Iakil Bupati Grobogan atas nama :

1. Bakal Cal,rn Eupati :

2. Bak,rl Cal,rn Wakil Bupa:i

Hasil klarif:kasi terhadap jumtah pendukung yang tidak tercantunr
clalam DPT dan/atau DP.l sebagai berikut :

Denikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-

masing rangkarp ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Ca.tatan S-pil Kabupaten Grcbogan.

No

.Iumlah Pendukur:g yang status kependudukannya
be:rar.

I

2 .Iurnlah Perdukr-rr:g yang status kependudukannya
L-daL: benar.

.lurnlah Pendukung :/ang tidak dapat dinyatakan
stattts kepenCudukannYa.
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Bcrita Acara ir-ri disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupa:en Grobogan; dan

2. I (satu) rangkaP untuk arsiP.

20.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KabuPaten Grobogan

\,,

v



MODEL BA.4-K1VK
PERSEORANGAN

v

v

BERITA ACARA
HASIL \rERIFII(ASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN
TAIII'N 2O2O

Fada hari ini ...... tanggal .... .... bulan Tahun dua

ribu tu-ir-rh belas bertempat ci... ......, KPU Kabupaten

Grobogan telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan

Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Grobogan Tahun 2t))O, atas nama :

1. Calon Bupatti

2. Calorr Wakil tsupaLt

Venlikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1

(satu) Pasangan rlalon perseorangan; atau

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)

Pasangan Calon perseorangal-I.

Hasil r'erifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang

dinyara.l<an rrrem3nr-rhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara

Mc,del BA.1 KWK F'erseorangan, sebagai berikut :

TABEL I
HASTL VERIFII(ASI DUGAAN KEGANDAAN

No

L Pendu[:ung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)

sebagarmana tercantum dalam Forn:ulir Model BA.2-

KWi( Perseorangan.

2 Pendul.:ung l,'€rng memt,erikan dukungan lebih dari 1

lsartu) kal: kepada 1 (satrrl pasangan calon

perseoreurgan dan dukungan tersebut harus dihitung
, (satr"r) dullungan.
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J Pendukung yang memberikan dukungan kepada

lebih Cari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara

tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan

verifil<asi faktual status dukungannya oleh PPS.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang

dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi
jurmiah dul<ungan ganda yang hanya dihitung i
tsatu) dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-

masing rargl.:ap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten

Grobogan.

Beri.--a Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) ranglcap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap disampaikan }<epada PPS melalui PPK; dan

3. 1 (satu) rangkaP untuk arsiP.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

4

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

c Anggota

4 Anggota

5 Anggota



MODEL BA.s-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

TERIIADAP DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun

dua ribu ...... bertempal di.... ...... Panitia Pemungutan Suara

(pps) telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukr.rngan dan

hasil veri.ikasi clr,rgaan kegandaern Baka- Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati

2. Bal<al Calon Wakil BuPati:

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan

kegiatan sebagai berikut :

rr N,lt,r rl rrrrngi sr.ti:r1t tempat tinggal pcndukung yang telah dinyatakan

memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan

alamErt pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon

Perseorangan;

b. Berkcordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung

bakal :lasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

clesa./1.:slurahan pad.a 'uvaktu dan tempat yang telah ditentukan untuk

menc,lcokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak

clapar ,litemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak

pcn,Cu..:r-rng ticlak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti

kcbetrzu'an dukungan;
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c. Mencocokkan kebenara:l naEa dan alamat pendukung, serta dukungannya

kepada Bakal Pasa:-lgan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak

ha<lir pada waktu de.n tempat ]'ang telah ditentukan sebagaimana tersebut

pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas

akhir verifikasi faktual;

rl N4i 1c()(ukl(1rt kebetrltran narna dan alamat pendukung, serta dukungannya

kepacla Bakal Pasar-garr calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan

ganda pada Formulir l.{cdel BA'4-KWK Perseorangan'

Hasi- penelitian fal<tual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pernilihan Bupa:i dan Wa,<il Bupati Grobogan sebagai berikut:

\-

\-
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TABEL I PENELITIAN F'AKTUAL

A. Hasil

2 Pendukur-g Bakai Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatal<an dukungannya ,lan :idak bersedia mengisi serta
rrrcrrr l,lrlrtrhkan landn tanganlcapr .iempol pada Lampiran
l.orrnulir IMrdel lJA.5-K\'/K Perseor.e;:gan.

Pendukurrg llakal lrasangan Calon Perseorangan yang

mernL,erikan dukungan l:bih dari - (satu) kali kepada I (satu)
l,r rl.rrl ll; rs:ul!1ilrr calon -)('rse()rang.,r:- 1,6n* <lukungannya hanya
clihitung I (satu) du-kungan l'ang ditemukan pada saat
penelitinn frktual, dan merryatakan mendukung.

Pencllrlcurng Bal<al Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
rnenrburbul--kan tanda tilgan/'cap jL:mpol pada Formulir Model
I' I lit,\'1.. l','t:;,'r,r,rngiln :l,rr rr.','r',-r'; t:-katr-. tidak Inendukung serta

bers<:,1ia/ ti:1al< bersedi,:t :nengisi ,Jan membubuhkan tanda
tzrngan/ca1:, jempol pada Larnpirar- Formulir N{odel BA.5- KWK
l)e rsc,:rangan.

5

8

Pendu.kur:g Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
menll :kung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan
dukungar:nya.

1

3 Pendukur-g Bakal Pasangan Cal,rn Perseorangan yang tidak
memb,ubuh[<an tanda tangan/cap je:npol pada Formulir Model
8.1 KWI( Perseorangan dan mer.r'z-atakan dukungannya serta
bers:dia :nembubuhka:r tanda tartgan atau cap jempol pada
l<olo:n tanda tangan atar-r cap jempo-.

4 Pendukur.g Bakal l)rrsanga:r C.alon Perseorangan yang
memb,erika:r dnl<ungan llepada -ebih dari 1 (satu) bakal
persangan calon sebaga:rrara tercar.tum dalam Formulir Model
BA.4-KWI.: Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan
ciukungar-nya l<epada sale.h satu bakal pasangan calon
perseorangan,

6 l'cnclul<ulng l3akal l)asangan Calon Perseorangan yang
urernl,reril<an cluLl<t-urgan leLrih- Cari I (satu) kaii kepada 1 (satu)

beikal paserngal-i ca]on lerseoranga:- yang dukungannya hanya
clihiturng 1(satu) du.krngan )artg ditemukan pada saat
pcnelitizin lal<tuaI, dan menyata-ian tidak mendukung serta
tidak berse,lia mengisi Fcrmulir Model BA.5-KWK Perseorangan

7 l)r:ndul<.rng Bakal Pas:rrgan Cal::l Perseorangan yang tidak
r-ne n1'trtal<tr:r clr-rl<ttngar-n\/a da:-r bersedia mengisi serta
mernbubuhl<ar-i tanda tangar:,/ca: ;empol pada Lampiran
liorrnr-rlir M rdel RA. 5-KWK Perseorangan.

9 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
clinyertal<an tidak menrenuhi s1'a:at karena status pekerjaan
sebagai FNS, Anggota Till/Polri, F?J, KPU Provinsi/KIP Aceh,
<lnn KPU/KII) l(abupa--ten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu,
lJawar.slu Provinsi, Panwaslu Kabupaten f Kota, Panwas
I(ecamatan, PPL, Pegan';ai Kesekretariatan Penyelenggara
Pemi[harr clan Pengawas Pemiliha:r, serta Kepala Desa

NO
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10 Pendul:ung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

nrernberil<arr clrrkur.gan keparla lebih dari 1(satu) bakal

pasaltgan c.aion sebagaimana t€rcan--um dalam Formulir Model

BA.2-KV/tl Perseorangan Tabel I ang<a 3, dan menyatakan tidak

mencluku;rg serta berse,lia :nengisi Lampiran Formulir Model

BA.3 KWK ?erseorangan.

11 Penciul:ung Bakal Pasangar: Calor Perseorangan yang

memberikan dukungan lebih- dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

bakat pasangarl calon perseo:argan yang dukungannya hanya

clihitur:g 1 (satu) dul.:ungan yang ditemukan pada saat

pcnelit-an faktual, dan reerl,'atakan tidak mendukung serta

bersedia mengisi Formulir Model B,5-KWK Perseorangan.

I2 Pendukung yang menyatakan }lebenaran dukungannya kepada

lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

t4 Pendukrlng Bakal Pasangan Calon Perseorangan

ciinyatakan tidak memenuhi :sl/a:at karena penyebab

angka 7 s.d. 13

yang
selain

15 Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Fal:tual

\-

v

13 pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari

1 (siltu I)ilsiin!l?in c:alcn perseorlrgan tetapi tidak bersedia

rnengisi Lampiran Forrnuli: IrtoCel EA.5 KWK Perseorangan.

B. Data Kehadiran Pendukung :

1, Perrd'-rk-rng yang dapat ditemui sebanyak ..,..orang'
2. pend-rkrng yang tidak dapat dltemui sebanyak ......orang.

Seranj'rtnya, terh.adap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana

tersebut hr.rrul B angl.:a 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon

rlilr'.rrrr.r 'l'inr I'cnghrrburrrg Biak,el Pasar-rgan Calon untuk dilakukan penelitian

faktull lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutar pada

weiktr,t dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual

lanjutar: pcrtama tersebut sebagai berikut:
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TABEL II

PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

A. Hasil

1

4 Pen:l r-rkung Bakal l)asangan Calon Perseorangan yang

rrernberil.:an clt-tl<ungan kepada lebih dari I (satu) bakal

llasilt.rgcrn calon sebagaimana terca[tum dalam Formulir Model

13A..+-KWK Per:seorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan

rlrrl<ttngatrnva l<epacla salah satr.l bakal pasangan calon

l)(ll :j('()l irl r!;t-II)

I)r;'r-clurl<ung Be.l<al Pasangar: Calon Perseorangan yang tidak

rner.,,atakatn dukungtlnnya dan bersedia mengisi serta

rr,' rlrul, rlr-t;ttr littt<la tallg;rlr7'ca1l jt:m1-'ol pada Lampiran

li<.:rrr-ulir Mc,clel BA. 5-KWK Per

NO KRTTERIA

Btrkal
1 (satu)

a.

Pasangan Calon Perseorangan yang

bakal pasangan calon dan menyatakan

dukuL

Pendukurrg
nrerr<lttktt rq

Penrlltkung Ba<al Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

men)/atal(an dukungannya dan ticak bersedia mengisi serta

rnerrrbubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran

Formrrlir Model I3A.5-KWK Perseorangan'

2

3 Pen,lukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

merrbr-tbuhkan tand.a tanganr/cap jempol pada Formulir

FLWK Perseorangan dan menyatakar dukungannya serta

berse,lia membubu.hkan tanda tangan atau cap jempol pada

atau cal<olcm tar-da m

tidak
Model

u.1

I)cLrcl r-rl<uqg lJarl<al l)asangan Calon Perseorangan yang

rncmberi[1r- clttl<urngan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

bal<al paszir-gan calon persecrangan yang dukungannya hanya

ctihitung 1 (satu) clukungan yang ditemukan pada saat

pcnc-itiurr [aktual, dan menyatakan mendukung'

-J

6 l)cncl -rl<ut:.tg trakal l)asangan Calon Perseorangan yang

nrcrnoet'il<an dullcltngarr lebih dari I (satu) kali kepada 1 (satu)

barka. pa:siingatr calon persec'rangan yang dukungannya hanya

<lil-r-tung 1 (satut dukungan yang ditemukan pada saat

e\l-r menyatakan tidak mendukung serta

i Formulir Model B,a.'S-KWK Perseorangan
penelitierr-i faktltal, d

tidal< bcrscdia mengis

8

9

Perrdutkung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

membubuhl<an tanda tangan/cap jcmpol pada Formulir Model

Il.1 I(Wl( Perseorangan dan r:renyatakan tidak mendukung serta

irersedia,'ticlak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda

tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA'5- KWK

Perseorargan.

Pen<Jukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

<-linyirtakar-r tidak memenuhi s1'arat karena status pekerjaan

sebagai PNS, r\nggota TNIIPo-ri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,

<1an I(PlJ/i(lP l(abupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu,

l]'*'l Prc'vinsi' 
- :1"11"') i:::.:::1"^1/^'.tl-.,^,::::::

I
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10 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang

rnernberil.:an clttkttngan l<c'pada lebih dari 1 (satu) bakal

pasaugar) calon sebagaimane tercan tum dalam Formulir Model

BA.2.KWK Perseorangan TaLel I angka 3, dan menYatakan tidak

menclukttng serta bersedia mengisi Lam piran Formulir Model

BA.3 KWK Perseorangan

1cIJ Pcnduku:rg yang menyatal<an tidak benar

1 (satr-r) llasangan calot't perseorangan
rrrlir i"lodel BA.5 KW['- Pt rseorangan

menclukung lebih dari
tetapi tidak bersedia

lucl Iillst I-.trrr1>ir.ttt liortt

Pendulcung Bal<al Pasangan Calor Perseorangan

memberil':an dukungan lebih dari 1 (satu) kaii kepada i
yang

(satu)
hanya

saat
serta

1l

Pendukung yang menyatakan kebenaran

lebih dari I (satu) pasangan calon perseorangar'
dukungannYa kePada

t2

Pendul<ung
clinyatal<an
angl<a 7 s.cl

Bakal Pasangan Calon Perseorangan

tidak memenuhi syarat karena penyebab

13

yang
selain

l4

PertamatanuFaktuatianPeneli LanjsilHal'llre LId I(u.J ll-l ah rrng15

\-
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B. Data kehadiran Pendukung :

1. PenCukung yang dapat ditemui sebanyak .....orang.

2, Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak .....orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui

sebagaimana tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke

Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil

perLelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III

PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

Pcncluku:rg Bakal Pasangan Salon Perseorangan yang

mernberikan dukungan kepada lebih dari I (satu) bakal
pasangan caion sebagaime-na tercantum dalam Formulir Model

BA.4-KWI<- Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan
clrr'<rrnqannva kepada salah satu bakal pasangan calon
perseo:aIlgan.

Pcndukung Bakal Pasanga.n Cal'rn Perseorangan yang tidak
me nyatal<an dukunganny.,t dan bersedia mengisi serta

4

7

NO KRITERIA

1 Penchrl.ru n 3
rn:'nrlttkttrrg

Bakal
I (satu)

Pasangan Calon Perseorangan Yang
tral.:r.l pasarlgan calon dan menyatakan

duL:trn nn

2 Pc-rclukurng Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
merr.yatalcan dukungannl'a dan tidak bersedia mengisi serta
mc:nbt.buhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran
I?o rm ur - i r l\,Iod e I BA. 5 - K\i/ K Perseorangan.

Pcr-clukung Bakat Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
rne-nbtrbuhkan tanda tarrgan/cap jempol pada Formulir Model
B.1 I(V/l( Perseorangan datr menyatakan dukungannya serta
berseclia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada

atau ca ml<o1:rrn '.an,lei ta

5 P,:nclttl:ttr-g Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

mernbcrikatr clukungan lebir dari - (satu) kali kepada I (satu)

bakal pasallgan calon pe:seorangan yang dukungannya hanya

diLitur-g 1 (satu) dukun,3an yang ditemukan pada saat

penelitian faktual, dan menl'atakan mendukung.

6 Pendukung Bakal Pasar.,gan Calon Perseorangan yang

mernberikan dukungan lebih dari I (satu) kali kepada 1 (satu)

baxal lasangarl calon perseorangarl yang dukungannya hanya

dihitu:rg I (satu) dukungan yang ditemukan pada saat

lrcreliiar:r faktual, dan :nenyatakan tidak mendukung serta
si Forrr.ulir Irlodel BA.5-KWK Perseoranganlid6ls frerseclia mengi

r ---- -:-----

I rns

3l

I

I
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B.l KWI( Perseorangan dan menyata-ian tidak :nendukung serta

bersedia/tidak bersedia mengisi can membubuhkan tanda

tangan/cap jempol pada Lampiratr Formulir Iltodel BA'5- KWK

Perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

nrcrnbul-.rlrltlii,rtt [auc]a r-atlga:l/ cap -ie:np'ol paca Formulir
tidak

Model

Pendukung Bakal Pasangar- Calon Perseorangan yang

dinvatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan

sebagai IrNS, Anggota TI{l/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh'

dan Kl']U/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS' KPPS' Bawaslu'

Barvasltt Provinsi, Panrvaslu llabupaten f l{ota' Panwas

I(ccamatttu, PPL, Pegawai Kese'lretariaran Penyelenggara

Pc nrilil-rar-r dan Pengar'vas Pemilirati, serta K:Pala Desa

9

10 Bal.:al Pasangan tlaicn
duliungan kePada lebih

plrsangiln calon s,ebagaimar:a tercantum dalam Formulir Model

Lir\,2-1.'Wl( Perseorarngan 'label I an3ka 3, datl menyatakan tidak

r.rrt:nclLtl<ttng serta berseCia mengisi L'ampiran Formulir Model

134.3 l(W l( ['crseorange.n

yang
bakal

Perseorangan
dari 1 (satu)

Pcndr-tkuttlg
r-rrern b<:ri l<at-t

11 l'cnclul<ut trg Bal<al Pasangan 'lalon Perseorangan yang

r-nernbcril<a11 clt-tkutngarn lebih clarj I isatu) kali kepada I (satu)

bal<al pasangan calon perseDrangan yang dukungannya hanya

clihitung 1 (satu) dukungarr i'a:lg ditemukan pada saat

pcr-rclitizrrr faktue.l, cla.n menyatal"'ar' tida-Il nendukung serta

bcrse<lia mengisi Formulir Model B 5-KWK Perseorangan'

1.) ['i:ndttkuLtg ]'allg menyaral<an keb=naran dukungannya

lcbih clar i I (satu] pasangan calon perseoralgan
kepada

13
bihle daribenark mer:duantak tida kungem ,a

I< urL1cl n)'Pcu yanng c
k bersediatidate:ac piSCalon rarganC FerI sanganpa

PeKW K5- rseoranganlIo tsACelFor um Iirsl ,am rLt nCIln pgl

IZI Iienc[utkuLrg
clinyatakan
angka 7 s.d

l3akal Pasangan Calln Perseorangan

tidak memeruhi syarat karena penyebab

13

yang
selain

Pendukung bakal Pasangan Cal'r:r P:rseo:angan yang

dari daftar dukungar karena tidak data::g ke PPS

tas waktu terakhir masa verfifikiasi faktual

dicoret
sampai

dengar-r ba

15

16

\-

Penclul<r-rng Hasil Penclitian Iraktua- Lanj.rta:l Kedua

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Penclukung yanS dapat ditemui sebanyak

2. Pendukting yang tidak dapat ditemui sebanyak "'
orang.

orang

Berdarsarkan hasil penelitian taktual sebagaimana tersebut pada Tabel I'

TabellldanTabellll,disirrpulkanhasitsebagaiberikut:

I

(satrt)



Tabel IV

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian MS TMS

Tabel I MS - Tabel II MS +

Tabel Itl MS

Tabel I TMS + Tabel II TMS +

Tabel III TMS
Jumlah l.:eseltrruhan hasil

pene-itian faktual

Denril<ian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh l(etua dan anggota PPS.

Bcrita A,::r:er ir-ri disampaik"rn kepada :

1. I (sat-l) rangkap untu-< bakal pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap un--trk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap

bal.:al pasangan crrloo perseora:rgan;

3. I (sat-r) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

4. i (sat-r) rangkap untuk PPL; dan

5. I (sat-r) rarrgkap untuk arsip PPS.

PPS

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satur



LAMPIRAN MODEL BA.s-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MENDUKUNG BAI(AL PASANGAN CALON PTRSIORANGAN PADA

PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

Yang bertanda tangan di barvah ini

a. Nama

b. Nc,mor I('fP/Nil(

c. Aiamat

\- d. TTL/Umur

e. Jenis l(elamin

/ tahun

Dengan rni menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya ttdak pernah

mendukttng daiam bentuk apapun terhacap pencalonan Bakal Pasangan calon

Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Tahun 2,118 , atas nama:

1. Bakar.l Calon Gubernur

2. Baktrl Calon Wakil Gubernur

darr bersedta/tid.ak bersed,la*) mernbubuhkan tanda tanganf cap jempol pada

Srrat Pernyataan ini

.20L9

Yang membuat PernYataan

Ketera ngan:
.) Pilih salah satu



MODEL BA.6.KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN

CALON PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

DI TINGI(AT KECAI\,IA'TAN

Pada hari ir-ri ...... tanggal .... .... bulan Tahun dua ribu

bertempat di . PPK . telah

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan berdasarkan hasil

penelitian :aktual yang dilakukan oieh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal

Pasangan Ca.lon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..... telah melakukan

kegiatan sebagai berikut :

1. Rekap:tulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat

kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh

PPS dzrn merlgumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap harsil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan

sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari

pasangan bakal calon/ tim penghubung/ Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka2
**): PPI( menerima dan melakukan pembetulan.

Tid.ak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan atau Tim ?enghubung tidak dapat menerima, serta

bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat

I(ecamatan.

\/



2

4. Mencarat l(eberatar-r dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran

Forn--ulir Mc,del BA.6 KWK -Perseorangan'

Hasilrapatplenorekapitul'asid'ukunganBakalPasanganCalon
Perseorangan cl. tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang

telah clilaksanakan oleh PPS, sebagai beri<ut :

\-

\,
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TABEL I

I-RAPATPLENoREXAPITUI"ASIDUKUNGANPASANGANBAI(ALcALoNPERSEoRANGANDITINGKATXECAMATAN

URAIAN Desa/Kel Desa/ KeI

r

h pendukurrg Bulcol Pasangan
Perseorangan Yang memenuhi
berdasarkan hasil Penelitian

I oleh PPS sebagaimana tercarrLuur

iumlah akliil pada'l'abel IV kolorrr

a,la Iiormulir Moclcl BA.5 KWK
rl-sflBHn u lltuk sctlap
(elurahall.

h pendul<ung tsakal Pasangan
Perseorangarr Yang dicoret dan
memcnuhi slerlat karena adanYa
rtan dan dilakukan Pembetulan

.h pendukung Bakal Pasangan
Perseorangan Yang ditambah dan
nuhi syarat karena adanYa
rtan dan dilakukan Pembetulan

PK.

+No.3) - No.2)

PK.

yang

JUMLAIIDesa/ Kel
Dst.

Desa/ KcIDesa/ t(elDesa/ KeIDesa/Kel

(

hasil
ogall
takan syarat.
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TABEL II

REI(APITULASIJUMLAHDUKUNGANBAI(ALPASANGANcALoNPERSEoRANGAN

Demikian Berita Acara in- dibuat d'alam 4 (empat) rangkap' dan masing-

masing rangkap ditandate-:1gan- oleh Ketua dan Anggota PPK'

Bcrita Acaira ini clisampaiLlan kepada :

1.I(satr-r)rangkapuntukbakalpasangancalonperseorangan;
2. 1 (satur) rangkap unruk KPU Kabupatenf Kota ;

3. I (satu) rangkap unruk Panr"'as Kecamatan;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK'

PPK

Ke terangan :

*) Pilih salah satu

..... orang
I a.

orang
b,

orangc, d-.t

TANDA TANGANJABATANNAMANO
Ketua

1

Anggota2
Anggota3
Anggota4
Anggota

**) Beri tanda [.\/] pada <otak lrang tersedia terhadap uraian yang Sesual'



LAMPIRAN MODEL 8A.6-
KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KF^IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

DI TINGI(AT KECAMATAN

Dal.rn [)ros,]s Rel<apitr,rlasi Duku:lgan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

clalam pemilihan Burpati Dan wakil Bupati Grobogan Tahun 2o2o di

I(ecama--:i.n Kabupaten/Kota*) ' "'
Pro.zinsi .lav/a Tengah. telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau
pern)'ataan keberitan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal

Pas,angan Calon Perseorangan *) 
:

BAKAL PASANGAN CALON/
TIM BAKAL PASANGAN CALON *)

20

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA

Keterangan :

*) Coret yang tidak Per1u.

n*) Kcjadiiin l(husus clicatat dan ditanclatangani oleh Ketua PPK, dan apabila

rercltrpr t l<eberatan da ri Bal<al Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal

lrasarigan Calon Perseorangan di:andatangani bersama oleh Bakal Pasangan

Calon perseorangan/Tim Batal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK'

,



MODEL BA.?.KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKTINGAI{ BAI(AL PASANGAN

cALoN PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAT TETNTN 2O2O

DI TINGI{AT I(ABUPATEN/KOTA .

Pada hari ini ....'. tanggal "' "" bulan ""'i""""' Tahun dua ribu

bertempatdiKPl/Kabupaten/Kota*)
Pat Pleno r{kaPitulasi -dukungan

Bakal pa ilit,",, Bupati dan Wakil Bupati

GrobogandukunganolehPPKterhadap
dokumen on Perseorangan atas nama :

i. Bakal Calon BuPati:

2. Bakal Calon Wakil BuPati

Dalam raPat Pleno
KPU KabuPaten/Kota*) .'

rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota'
............. telah melatukan kegiatan sebagai berikut

1 Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat

Kai:upaten/l(ota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan

mengumLlmkan hasil rekaPitulasi;

2. Terhaclap hasil rekapitulasi dukrngan Bakal pasangan calon Perseorangan

sebagaimana tersebut pada angka 1, ada /tidak ada*) keberatan dari bakal

pasangaln calon/ tim penghubung/Panrvas lu I(abuPaten/Kota

3. Terhzrclarp keberatan yang diajukan sebagaiman a tersebut Pada angka2

'-) : I(PU Kabr-iPaten/Kota menerima dan me lakukan pembetulan.

l'icti.rk clapaL clibuktikan kebenarraunya dan Bakal pasangan calon atau

'Tim Penghubr-rng tidak daPa t menerima, serta bersedia/tidak bersedia

*)mengisiFormulirKeberatandiTingkatKabupaten/Kota.

+, Menc;,1-a[ kcbera[an dan/atau ]:ejaclian khusus ke dalam Lampiran

l.ormtt lir Model BA. 7 -KWI( -Perseorangan'

i-lasil rerpat plcno rekapitulasi dukungan Bakal

Perseorangarn cti tingkat di tingkat Kabupaten/Kota'

rckapiturlasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

Pasangan Calon

berdasarkan hasil
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TABEL I
IPAT PLENO REXA?ITI'LASI DUKUNGAN BAI{AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGXAT XABI]PATEN/KOTA

(

KEC. KEC KEC. KEC. KEC. KEC. KEC, Dst. JIIMI,AHUR IAN

ah pendukttng Bakal pasangan calon
orangan -\'ang memenLlhi s)'arat
rsarkan hasil rekapitulasi dukungan di
at I"ccamatan sebagaimnna It:rt:itrtlttttt
r Tabel I angka 4 Formulir Model 8A.6- KWK
orangan dikurangi dengan dukungan

dirryatakan Tidak Memenuhi Syarat
Lsarkan hasil koordinasi dengan
rkcapil (TMS Dukcapil), dari setiap
natan.
an : khusus untuk Pcmilihan Gubernur dan
t Gubernur tidak pcr lu dikut-angi TMS
apil

ah pendukung Bakal pasangan calon
orangan yang dicoret dan tidak memenuhi
t karcna adaltya keberatan dan dilakukan
retulan oleh KPU Kabupaten lKota.
ah pendukung Bakal Pasangan calon
orangan yang ditambah dan memenuhi
.t karena adanya keberatan dan dilakukan
retulan oteh KPU KabuPaten lKota.

ah pendukung Bakal Pasangan calon
:orangan hasil rekapitulasi dukungan
at Kabupaten/Kota.
t+No.3)- No.2)
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\.,

TABEL II
RDKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN

1 a orang

b orang

c. dst orang

Bercle.sa:kan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

I Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,

'2. Jr.rmiah l<ckutrargan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak

.. ....perrclukung, yang r,r,ajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali

drtri,urmlahkekurangandukungansebanyak pendukung,

3. M:mer-rr,.hi/tidak memenuhi*) jumlah sebarar dukungan.

4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan

se:banyark . Kecamatan,

Demil<ian Berira Acara iri dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap

clitandatangari olch Ketua dan Anggota I{PU Kabupaten/Kota.

Berita Ar:ara -ni disampaikan kepada :

l, I (saLrr) rrrngkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagal dokumen untuk

meltrku keLn pendaf[ziran ;

). 1 tslrtLr) :'angkap untllk Bavraslu Kabupaten/l(ota;

l) 1 lsalu) rangkap untttk arsip I.IPU I(abupaten/l(ota.

KPU KABUPATEN/KOTA*) ..........

tsltelq4gan
'I Pilih salah satu.
*n) Be ri tarnda Ii] pacla l.rotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

)

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

NO



LAMPIRAN MODEL BA.7-
KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REI{APITULASI DT'KUNGAN BAI(AL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O
DI TINGKAT I(ABUPATEN

Dalarn proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2O2O Kabupaten/Kota*)

Prcvinsi Jawa Tengah telah terjadi/tidak terjadi *)

kejadian khusus danlatau perny'ataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon

Perseorartgan/Tim Bakai Pasangan Calon Perseorangan *) 
:

20



BAI(AL PASANGAN CALON / TIM

BAKAL PASANGAN CALON *)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

r(ABUPATEN/KOTA"I

KETUA

Keterangan :

*) Coret )'a1g tictall Perlu
**) Kejadian I(husus dice.tat dan ditar.,datangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan

apabila terdapar- keb=ratan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
pasangan Calotr Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon
Perserxangan/T-m Bakat Pasarrgan Calon Perseorangan dan Ketua KPU

Kab lpaten/Kcta.



MODEL TT.1.KWK

TANDA TERIMA PE}IDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

Bahv;a parda hari tanggal bulan
Tarhun cllta ribu , telah diterima dokumen persyaratan

pencalonan dan pers].aratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, atas

nama

1. Nana Bakal Ca-lon BuPati :

2. Nama E;akal Oa-lon Wakil Bupati : ......

Yarng berrsi jer-ris do-<umen dalam bentuk hardftle dan softfile yang akan
cliperiksa clan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran
Paisar:garn Calor-r Eupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

20

Yang Menyerahkarr, Yang Menerima,

l,lamer Lengkap clan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan

CAP



(

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAI{AL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

LAMPIRAN MODEL
TT.I.KWK

Identitas Buk.rl Culon Wakil Eupati:
Nama : .-.......-.--.
Alamat
Nomor'l'elp

Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
Hari : .............
Tanggal :........
Pukul

A. SYARAT PENCALONAN

I

r)

3

JENTS TIDAI(
ADA

TIDAK
MEMEIII]HI

SYARAT

1 Model BA.8-KWK Perseorangan

2 Model B KWK - Perseorangan

3 Modcl B.3 l(WK-Perseorangan (keabsahan
dokumen diteliti

pada masa
verifikasi)

(

KETERANGAN-

NO
ADA



(

2

B. SYARAT CALON

1. BAKAL CALON BUPATI:

JENIS DOKUMEN

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN

DOKUMEN
TIDAKADANO

I Moclel BB.l KWK
Model BB.2 KWK2

nCalo adalaha bilaaab benr,entran cian paangenKe tuu san peJpemberhp
\,vasBa u,tena KotaKabuK P pKPUehAcPKISProvinKPUKPU ilnA ggota

Kota.KabuwasPanBa Provinsu

.)

kan tusanrdasarbe putidak sebagai terpidanafSu t'.), pernahlceterartgan
ilantem dari negerl yanghtan ku penu gadberkekua taptelahn yangpe gadilan

calon,lime temtru\VI hah

4

Kealpaan
ringan/alasan
politik*)

5

ilika-lasan

ren
ilan

nJara

alasanataulecLtcalk an ras)karena lpanngarll< ne13 n paS riI et ga dipidana
atankekum me 1e hh:lateilarl n perotr san ya n8gAsarkanberdaik Prrpo

an tLrsan,rl bagipLldari yang menjatuhkuh ml<u negepengad
uata11n cl1 le:ra.s)karena gan I1-toh kealpaanII rn() pedipidanat'al ya Pcng

6 Bagi Bakal Ca-lon dengan status terpl tidak menjalani Pidana dalam

ara
dana yang

aradalam

nasionalataua Iokalmamedia SRedaksidarirat PimpinanSu keterangan
danbukaara terSCC JuJurtelahCalonBakalwabahmenerangkanyang

tidak menjalaniSC angblik terpidana vbagaime kepada pungemukakan

terbuka dan jujur Padab. secarablikktiBu telah pukepadamengemukakan
surat kabar lokal atau nasional surat ka

telah berkekuatan hukumtusanc. Salinan
d

dalam

tidak menjalani Pidanamengenai terpidaraSurat keterangan dart kejaksaan

iviarrtan

haldalamhukumberkekuatan tetaptelahan tusan yarlgSalin pu pengadilan
masaseles altelah menjalaniyangadalah TerpidanaCalonbakal

budan karrndaftaranuntah sebelum pejadwal5a (lima)singkatidanany palingp
anakseksualuatanarkobabandartanmar

7

(

KETERANGAN

bakaltetap



(

D;rlrm hrl hr:l<al Colon adaloh N4on1r:rl Tt:rpidona \'.n:' t(

3

Sural kctclallgirrr dali Pirripirrarr Rcdaksi rrrcdia Ilrassa

)'ang menerangkan bahrva tsakal CaLlon telah sccara
mengemukakan kepada publik sebagai terpidana -\'a

lrth :;t:lesoi menj;rlnni
pidana peniara tetapi belum mclampaui paline singk3t 5 (lim.r) tahun sebelum
jadrral pcndaftarart dan bukan mantall tcrpidatla bzrndar r-rarkoba atau

ke atan seksual terh anak
Iokal atau rrasioltal
tcrbuka darr jujur

ng tidak menjalani
pid ana dalam peniara

b. Bukti tela-h mengemukakan kepada publik secara te rbuka dan jujur pada

surat kabar lokal atau nasional surat
c surat keterangan yang men-vatakan bahu,a Bakal Calon yang bersangkutan

bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dari Kepolisan daerah

d sLlrat kctcrangan Lclah sclcsai mcnjalani masa pidana clari kcpala lcmbaga

rrnas
Surat keterangan telah selesai menjalani
bersvarat atau cuti menjelang bebas dari ke
dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan

pembebasan bersS'arat, cuti
pala badan pemas-"-arakatal,
bersvarat, cuti bersYarat atau

cutl me bebus
f. Putusan telah berkekuatan hukum
Sr,rrat keterengan dari Pengadilan Negeri yang q'ila'r'ah hrtkrrmnya meliprrti

te m pa t Ca-lon takan bahwa
a Tidak sedang d icabu t hak p ihnya berdasarkan putu san pengadilan yang

telah me n kekuatan hukltm

9

b Tidak sedang memiliki tanggungan h
secara badan hukum Yang menjadi

utang secara perseorangan dan/atau
tanggungiarvabnya yang merugikan

10. Surat keterartgan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Ca-lon

rnah tidak melakukan tercela dari daerah

11, Surat tanda terima penyera-hal laporan harta kekayaan penyelenggara Negara

dari Komisi Pemberantasan Koru
Su rat keterangan tidak sedang d lnya takan pailit berdasarkal pu tusan

pengadilan yang telah memPu nyar kekuatan hu kum tetap dari pengadilan nraga

atau huku calon

Dokumen yamg d ikcluarkan Kar rtor Pelayanall Pajak tempat calon Yarlg
tan terdaftar ib

a. kartu Nomor Pokok W Pa atas narna calon

b Tanda terima penyzunpale.n Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghas ilan wajib Pajak Orartg Pribadi calon k
5 tahun terakhir

c. Tanda bukti tidak
atau

tu
ca-lon

a tas narna baka.l
ak

untu masa

t2

l3

(

a



(

4

14

bat Bu ti ataun abat Walikota

nJ
nJanl

urt-'l f abat(rabat beuSC penJStu an berhentian peemura bagaiS kepu p
Gubat nber urtta Su SCbersaba alikotaw calon bagai peat u angbagipe

i Ksrtu Tsnda Pendt:drrk Elektron ikFotoko
I6 F,-,t,,lr,,,Iri ijaznlr / Slrrnt Tarrrla Tat'rrnt

Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, ,"ang
Ilelnjnr (flT-lB) Selrolnl'r Lnr.rjtrfnn
telah dilega.iisasi oleh instansi vang

LT

b. Fotokopi ijazah
dilegalisasi oleh

perguruan tlnggl
rnstansr yang

,lar akademik.

(Diploma/S1/32lS3-)), Yang telah
berwenang, apabila Bakal Calon

mencantumkan
Naskah visi. misi dan program Pasangan
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

pada Rencana
Tengah yarg

Calon

Calon rrleng2ruu
Provinsi Jarva

l7

18 Da-ftar narna Tim
Kecamatan

Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kt-rl-a, dan/aLau

Foto Benvarna ukuran 4x6 cm seban 4lembara. Pas
Foto Terhant

b. Pas H itam Putih ukuran 4x6 4 lembarSCcmFoto
Foto calon ku 5. 2 benvarna se 2 lembarc 0I CM.2 Ix CMu rarl

19

d. Softc Foto se mana huntf a, httrrtf b dan huruf c

2, BAKAI, CAT,ON WAKIL BI,JPATI

I Model BB.1 KWK
Model BB.2 KWK2

ada-lahCalondari apabilaberwenangsan berhentian pejabatpemKeputu
KPU KIP lKota,KIP KabupatenProvinsiKPUKPU IAnggota

Kota.PanwasBawaslu

.1

santuberdasarkan putidak terpidanasebagaipemahSurat keterangan
te dari arlBukum vncgerih tap pcrrgadilalberkekuatantelahyangpengadilan

calonti

4

Kealpaan
ringan/alasan

alasanataularbakarena kealpaanSurat dipidanaketerangan
kekuatantelah memperolehberdasarkan pengadilan yangputusanpolitik

bakaldarihukum

5

(

Bupati

15.

ADA

NO

Bawaslu,Aceh,



(

5

6

calon _\,ang pernah dipidana penjara karcna kealpaan ringan lanlpa leuis) :rtau
a-iasal tik
Bagi Ba-kaJ Calcrrr dcrrgatt status Lclpidarra -valits t idak rrrcrrjalani pidana di:latlr

ara
Surat l<cterangan dari Pimpinan Redalcsi media massa lolcal atau nasr<tnalal

\,[ing mr]nerrrng]-l:r.r-r ]rairrva Beil:al (-lukrr-r telah sccara terbuka dan lujur
merLqemul<akan kcpada publik scbagai tcrpidana Yang tidak menialani
pidona dalam pcniara

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara tcrbuka dan jujur pada

surat kabar lokal atau nasional (kliping surat-kabar)
c. Salinan tusan telah berkekuatar hukumI1

9

d. Surat keterat-rgan dari kejaksaan mengenai te rpidana tidak menjalani pidana
adalam

uh uk haldalamberketelah tankuaal-l lt allil tetap,linanSa t Su pe gad )'angpu
masale sarlah SCtetanMa:-t menjalaniCalonbakal alahad yangTerpidana

ndan l<atruuIl cbelurrt5lr 5 l-al pcndaftaranlrl jadrval
t) rgkat (lirn.r)idananyap pal

anakSCtzrn ksua-laLhar koIl ar ata ubar-rdbatanman

7

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang
pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadrval pendaftaran dan btrkan mantan terpidana handar narkoba atatt

telah selesai menjalani

ahatan seksual terhacla anak:

menJ

alSAmas ronatau naslokalaksiRed mediadariratSu keteran Pimpinangan
dansecaratelah terbukawabah Ca,lon uJurBakalmeneran gkanyang

tidak alaniblikke yangsebagai terpidanapupadamengemukakan
dalam

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur Pada
surat kabar lokal atau nasional surat

bersangkuyang tanwabah CalonBakalSUc. menyatakanyangrat keterangan
dari daerahberuatanbukan

d. surat keterangan telah selesai pidana dari kepala lembagamenjalani masa

e cutrSCtelah lesai bersyaratpembebasanmenjalaniSurat keterangan
badanbasbe daricutiatau pemasyaral<atarl,kepalamenjelangbersyarat

ataucuti:basann bersyaratbeCalo bersyarat,haI Bakal mendapat pemdalam
bebascuti

8

f. Putusan telah berkekuatan hukum
Surat keterangan dari Pengadilan Negen yang

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
kekuatan hukum

bahwaCalon

telah

wilayah hukumnya meliPuti

(



( (

l; Tidak sedang mcmiliki
secara badan irukum
keu

tanggu ngan hutang secara perseorangan

1'erng mcnjadi tanggungjarvabnl'a yang l

dan/atau
merugikan

1o

11 Surat taridil LCriIr.r pctr,t'craltart laporart tti'rr

drn,val.akan palht bcrdasarkan putusan
kekuatan hukum tetap dari pengaciilan niaga

a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat
Tingkat Atas (SLTA) atau sederaiat, yang

A

l.r

c

tercela dari l(ePolisian dacrah

tl

rbuatantim lal<lr ,Indal lrrlrn pern

Dokumen -\,ang dikcluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak temPat calon Yang

ih k PWN a ASt mana alonC() wk ilNomnr PokoFot kartt J Paja ( P)kopi
tPc alrt aIlli uTalt rrz{n PajaklrcrStr ItaIt,t ,.tn)e IITa lat( ent aTII I tya I

k nta saba Ika l'l tlrut1atas 111a a'a t_
K t1Ora PribadlaSI wll Pl-i obPen aJgha

akcalonSC adiktera tauirir antahu5

penjabat
penjaba

ikota.

uGubern rSC abat Bupatirhenbe lantSurat bagai penJSA].Ikeputu pem
Gubernur,batberstatusb penJaca-lonWt ikota ebagaialatau agl J',ang

alwbatt uBu ati
ElektronikkdaTan uPendudKartu

Belajar (STTB) Sekolah t^anjutan
telah dilegalisasi oleh instansi yang

kuhuIwllan lntatau mel ti tem t

t:r kckayaan penyelenggara I{egara

dari Komisi Pemberantasan Koru

calon

tan terdaliar se

aktuTanda bukti tidak mcm

Surat kctcrangau c.ltatan llcpolisian )'ang mcncrangkatl Bakal Ca-lon

surat kcterangan trclak scderug
pengadilan yang telah mcmpun-Yal

13

l4

15
16

b. Irtrl,t-rkupi ijazalr
dile ga-lisasi oleh

pcrguruarr tiriggi
instansi yang

(Diplorua/S1/52lS3.)), YarrB
berwenang, apabila Bakal

akademik.mencantumkan

tclah
Calon

Naskah visi, misi dan program Pasangan

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Calon mengacu Pada Rencana
Provinsi Jawa Tengah Yang

Calon

t7-

18 Kabupaten/Kota, dan/atauKampanye Tingkat Provinsi,

2lembar

a. Pas Foto Berwa-rrra ukutan 4x6 cnr
4x6 cmPutih ukuranPas HitamFotob.

berwamax .25 cm0I cm2calonFoto ukuranc.
huruf huruf b dan huruf c

4 lerubar'
4lembar

Fotod.

Foto Terbaru

Daftar nama Tim
Kecamatan

19

6

T'2,

ca lorr,



((

7

Yang MenYcrahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

20

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupatcu/Ketua Pokja Pencalonan

*l

I

Keterangan:
*) Pililt sali-rh sittut



MODEL TT.2.KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN
WAKIL BUPATI PADA PILBUP GROBOGAN

Bahwa pada hari . ... tanggal .... bulan
ribr-r , telah diterima dokumen
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil
nama:

BUPATI DAI'[
2020

.. Tahun dua
persyaratan

pati Grobogan, atas

\,

1. Nama Bakal Calon Bupati :

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk lnrdftle
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran
Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati se

Yar-rg Menyerahkan,

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nama

sofifile yang akan
Terima Dokumen

terlampir.

20

dan Tanda Tangan

CAP

2. Nama Bakal Calon Wakil BuPati :

...........,.,

(

Yang Menerima,

(



LAMPIRAN MODEL
TT.2-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN

BAK-I\L PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILBUP GROBOGAN TAIIUN 2O2O

,.)

Identitas Bakal Calorr BuPati :

Nama :.................'
Alamat : .......
Nomor Telp : ............-.....

Identitas Bakal Calon Wakil Bupati
Nama :...............-.....
Alamat :.......
Nomor Telp :.......-..

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :..........
Tanggal

Pukul

A. SYARAT PENCALONAN

-_KETERANGAIT
DOKUMEN

TIDAI(
MEMEI{T,III

SYARATADA SYARATADA

JENISNO

Penelitian
dilakukart
pada masa
verifikasi
administrasi
dan faktual

1 Model B.l. KWK Perseorangan Perbaikan

Penelitian
dilakukanModel B-2. KWK PerseorangErn Perbaikano

((

MEMENUHITIDAK

I([IMEI\



((

2

l\4odel R.3. KWK-Perseorangan

B. SYARAT CALON

1. BAT-A,L CALON BUPATI :

Mndcl Bt .I KWK
Modcl BB.2 KWK

JENIS DOKUMEN

3

pada masa
verihkasi
administrasi
dan taktual
(keahsnhan
dokurrrcrr
diteliti pada
masa verifikasi)

KETERANGANHASIL PDMERIITSAAN
KELENGKAPAI{ DOI(IMEN

TIDAI( ADAADA

NO

I
2.
a
J Keputusan pemberhenl,ian dari pe.iabat benvenalg apabila Ciilon adalah

Ang€.ota KPtr, KPII Provinsi/KIP Aceh, KPIr/KIP Kahupaten/Kota, Bawaslu,
Barvasln Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota.

4 Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

Kealpaan
ringan/alasan
politik*)

Surat keterEmgan dipidana karena kealpaan ringan (anlpa leur's) atau
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

dari

alasan
politik

5

atau alasan politik.
Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidanaBagi Bakal

dalam peniara
Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa
nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telai secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak

a lokal atau

dalam
b. Bukti te}ah mengemukakan kepada publik seca-ra terbuka dan jujur pada

surat kabar lokal atau nasional (kfiping surat kabar)
c. Salinal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

keterangan dari kejaksazrn mengenai terpidana tidak menjalani
pidana ddam pcnjara

d. Surat

meniatuhkan putusan, baei bakal
calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (anlpa levis)

6.



( )

3

7 Salina
hal ba

n putusan pengadilan tang teiirh berkekuatan hukum
kal Calon ildalah Ma-nlan Terpi<ianat yang telah selesai me

piclanan-n-a paling singkat 5 (lima) ta).run sebelum jads'al pendaftaran dan
tukan mantan terpiclana bandar narl:oba atau kejahatan seksual terhadap

tetap, dalam
:njalani masa

t1

nnnk
Dalam hal beri<arl Calon adalah Mlantan Terpidana yang telah selesai

mcnjalani pidana penjara tctapi bclum melampaui paling singkat 5 (lima)

tahun sebelum jadrval pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar
narkoba atau ke seksual terhada alak:

Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi
r-rasional yang menerangkan babrva Bakal
dan jujur mengemukakan kepada publik se

media massa lokal atau
Calon telah secara terbuka
bagai terpidana yang tidak

Buhti tclulr riictrgernukallali }lcpada publik sL'cal-a

a

b
men lani

tcrbuka dan jujur pada
da,lam

suratsurat kabar lokal atau nasiona-l
C

daerah

Bakat Calonwabahme yangketeuS rat nyatakanyangrangan
dariSC ku Kepolisanbukan berulangtan bagai pela kejahatanbersangku

kctcrangan tcla-h sclcsai mcnjalani masa pidana dari kcPala

lcm
d. surat

e
menJ

cutran t,seletelah sa-t bersyararatSu menjalani pembebasketerangan
badnrtbe daribasbe cutl kepala pemasyarakatanatau elangrsyarat

cutibebasanm bersyaratBakalhal Calon bersyarat,dalam mendapat pe
bebasatau cuti

telah berkekuatan hukumf. Putusan
Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliPuti

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
kekuatan hukumtelah mem

9.

b, Tidak sedang memiliki tanggungan
dan/atau secara badan hukum Yang

hutang secara Perseorangzrn
menjadi tanggungiawabnYa Yang

CalonBakallsrantancata menerangkanyangSurat kepoketerangan
daerahdaritercelamelakukan

ll Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara

dari Komisi Pemberantasan|{,
dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memPunYai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

niaga atau pengadilan tinggi Yang wilayah hukumnYa meliPuti temPat

Surat keterangan tidak sedang

tinggal calon

12

( t

mcnielano

rpmnat tinooal Calon vang menvatakan bahwa :

10.



Dolrrimcn 1'ang dil<elrtnrl<;tn
tan terdaftar sebabersan

4

olr':h Iinntor PelaYltnan Pajak tempat calon }'ang
ak

b. Tarrda tedma
a. Fotokopi kartu Nomor Pc'k-"k W..tib P^r^k (NPWB atas nama calon

penl'ampaian Surat Pcmbcritah uan Tahunan Pajal<

Penghasl.[an \Ua.;t[t P:-r.; L'rakal calutl, LttttLtk

masa 5 tahun tc rakhir arau sejak calon menjadi wajib pajak

c. 'l'anda bukti tidak mem ai tunggakan

b

^k 
(. lrAr|t Prilr;rrli irlas tlarlia

LI I1

14 Surat keputusan pcmberi-icntiar-r scbagai penjabat Gubernur, penjabat

Bupati atau penlabat Walikota bzrgi calon yang berstatus sebagai penjabat
(irr hernrtr, penlahal Httpa tr atau Pen-jabat Walikota.

15 i I(artu Tanda Pcnduduk Elel<tronil<

a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tama
Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat,

t Belajar (S1-IB) Sekolah r

ya-ng telah dilegalisasi oleh
Lanjutan
instansl

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

b. F'otoko pl U azah Perguruan tlnggr (D iploma/ S 1 S2 s3.)) yang telah

dilegalisasi oleh rns tan SI y^ng berwenang apabila Bakal Cal on

nrencnntt:ml<nn lnr oltadcmill
Naskah visi, misi dan program Pasangan
Pc:mtrangttnan .Iarrgka Parrjaug (RPJP)

Calon mengacu pada Rencana
Provinsi ,lawa 'l'enga h Yang

Iu Calon
Daftar narna Tim KamPanve Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan/ atau

Kecamatatr
Foto Terbalu
a. Pas Foto Bet-warna ukura,n 4x6 cm se 4lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm 4lembar
c. Foto ca-lon ukuran I 0 .2 CM x 1 5 .2 C m berwarna 2 lembar

d. Foto huru f huruf b dan huruf c

t7

18.

19.

JENIS

BB.l KWKI
Model BB.2 KWK2.

adalahCalondari apabilaberwenangpejabatpemberhentianKeputusan
KPU KIP Bawaslu,AcehKIP / Kabupaten/Kota,KPU Provinsi/Anggota

KotaPanwasBawaslu

3.

4
tusanberdasarkan putidak terpidanasebagaipernahSurat keterangan

darihukumberkekuatantelah

() (

13.

16.

A.DA

KPU,



()

5

rvilavah hukurnnva melip,uti tempat tingggi Cafql
Surat keterlrrtga n dipidana karena kealpaan rir-igan (culp a leu,rs) atau alasan
politik berdasarka.n putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan
hukum l-etap da ri pcngadilan ncgeri 1'ang menjatuhkan pu tusan. bagi bakal
cslon 11269 11"tr-, ah dipidana per-rjara karena kealpaan ringan lallpa leuis\

atau alasan Iirik
Bagi Bakal Calon dcngan stzrtus tcrp idana -r'ang tidak menjalani pidana

dalam ara

(i

a. Sural, ke
nasional
dan jujur
mc alan

b. Bukti tclali
surat kabar Iokal atau nasional

[crangan dari Piltrpirrzrrr Rcdaksi
yang menerangkan bahwa Bakal
mengemukakan kePada Publik se
,idana
ir,.r, g.,nukaliart kcPada

rrrcdia rnassa Iokal alau
Calon telah secara terbuka
bagai tcrpidana vang tidak

jujur pada
surat

Kealpaan
ringan/alasan
politik*)

J

6

c. Salinan telah berkekuatan hukumtusan
d. Surat keteralgan dari mengcnai terpidana tidak menjalali

a dalam
kejaksaan

ndnlnh Mnntnn Terpidnnn ynng telnh selesai

menjalanipidanapenjaratetapibelummelampauipalingsingkat5(lima)
tahun sebelum jad.val pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar

anak

selesai

pidananya

ta dalatrrhtan kumu tebcrkckua ptclahas l1 dila 11liua t1 trl l1e. rlga yangpu
amastelahMantan menjalaniakalb onCal acla ah yanghal Terpidana

danItaransebe mu walntahunali n 5 jad pendaa)(limgkatP o5 tcrseksualatauba 'hadapbandarne narkomal'lkan kejahatantarlbu tcrpida

narkoba atau ahatan seksual terhada anak:

Dalam hal bakal Calon

idana dalam

qleqer4ng!4n_
terpidanauJur

lokalmassa ataumediaRedaksidari PimpinanSurat keterangan
katerbusecaraCalon telahBakalbahwanasional yang

tidakSCblik yangmukakan bagaipukepadadan menge

daerah

(kliping surat
katerbu dan ursecara padablikmukakan JUJtela}Bukti pub. kepadamenge

,kallo uata nasionalkabar kabar)surat
Bakal Ca]onbahwa yangmenyatakanc. surat keterangan yang

dariahatan berulang Kepolisantan bukan kejsebagai pelakubersangku

d. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kePala

cutiselesai bersyarattelah menjalani pembebasane. Surat keterangan
badandaribebasCutIu kepala pemasyarakatan,ata menjelangbersyarat

tcut bersyaraha-l CalonBakal bersyanat,mendapa pembebasandalam
bebasatau cutt

7.



6

pengadilan yang l-clah trlclllPullyai kckuatan
,i.g^ ,tu, pengadilan tinggi yetng wilayah

sederajat, yang tetah dilegalisasi oleh instansi

menvatakan bahrvaI Calon vzt

t3

t4.

15

g

kekuatan htt kum tetaP

Tingkat Atas (SLTA) atau

g f elah herkekrratan h1-ns4]b!J?r kr m PLIPr-rt sanf
meliva tl\\'1 la h'i,l uh mnI<url na puNnPe anor-r ege bdkctcrarSurat gadilrgan

kti aktidTanda buc
abatbat penJberhentian sebagai penJatusanSurat pemkepu
abattatubers Scalon penjwalikotau abat bagi yangata penjBupati

a-likota.wabatataubatbernurGu
ElektronikTanda PendudukKartu

tk calontor yarlgokan Kan Paja empatlehikeiuar PelayanandDokumen vang
akaftarrd Stetarl

Pribadi

caa lonPWN natas amWPokokNomor!rartua.
unanTah Pajakberi tahuanPemSurataTanda terimb penyamparan

untuknarrla bakaltasa calon,w ib Pajak OrangajPenghasilan
ib akcalon waJ paJatauntahu menjaditerakhir sejak5masa

berdasarkan putusan pengadilan yanga. Tidak sedang dicabut hak pilihnva

Tidak sedang memiliki tanggungan
dan/atau secara badan hukum yang m

hutang sccilra PerseorangaJl
cnjadi tanggungiarvabnYa Yang

keu
meta.n nerangkancata yangSurat kepolisianketerangan

laporan harta kekaYaanSurat tanda terima Penverahan
dari Komisi Pemberantasan

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan

telah mem

tercela darimelakukantidak
penyelenggara

calon

IO

12

11

b

Baka] Ca-lon
isian daerah

pailit berdasarkan Putusan
hukurr tctap dari Pengadilan
hukurrrnya rncliPuti tcrrlPat

b telahIS S2 yangs3*) )azatr (Diploma/tinggr
U perguruanFotokopi

Ca-lonBakalberweoleh nang,instansi apabilayangdilegalisasi
akademik.mencantumkan

t7 Naskah visi, misi dan
Pembangunan Jangka

program Pasangan
Panjang (RPJP)

Calon mengacu Pada Rencana
Provinsi Jawa Tengah Yang

Calon
Daftar nama Tim KamPanYe Kabupaten/ Kota, dan/atau

Kecamatan
Tingkat Provinsi,18

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm 4lembar

19

() (t

Gubernur,
sebagai

4Fotoa-



((

l

Foto calon ukuran 1 o.2 5 2 benr':rrna 2lembar1 CMCITIC.

d Foto se huruI huruf b dan huruf c

Yang MenYerahkan Menerima

Tim pasangan Bakar calon/Bakar pasangan caron *l Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan *)

I
.t

Keterangan :
*) Pilih salah satu

((



MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN

PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 19

DOKUMEN
CALON

Pada l-eui ini
Tahun duar r:L,u
I(PU Iiarbupaten/l(ota

tanggal ...

...... bertempat di
telah

lan

penelitian

bernur dan Wakil
pe:syaratan admin-strasi terhadap kelengkapan dan bsahan dokumen
pe:s)'aratLn pencalonan dan persyaratan Calon
Gubcrnur Prc,,'insi Jawa Tengah, atas nama:

1. Barl.:al (lalon Bupati

2 Barl<al Calon Wakil BuPati

I

I

Hersil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan

keabsai-ran,:1:kumen persyaratan pencalonan danl persyaratan calon

tersebul clituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir'

L)errrikra.n Berita Acara masing-masing
Kabupaten/Kotarar-igl<ap ditanda[angani oleh

Berita Acara

1. 1 (satul rarqkap disampaikan kepada Pasangan C

2. I (satr-rl rarrgkap untuk arsip.

KPU I(ABUPATEN GROBOGAN

TANDA TANGANJABATANNO NAMA

I(etua1

Anggota2

AirggotaJ

Anggota1

Anggota5

\-



(

LAMPIRAN BERITA ACARA IIASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PtrRSYARATAN PEN CALONAN DAN PERSYARATAN CALON PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

LAMPIRAN MODEL BA. HP.KWK

Hasil penelitian persl,aratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

dalam penriliho.n Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas:

Nama Bakal Calon BuPati:

Nama Bakal Calon Wakil BuPati:

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

B. SYARAT CALON

BAKAL CALON BUPATI:1

( (

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN I(EAB DOKUMEN
TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAK MEMENUHI
SYARAT

KETERANGAN
NO JENIS DOKUMEN ADA

BAKAL CALON DARI PERSEORANGAN

1 Model B.3. KWK-

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN

NO TIDAK
AI)A

I Model BB.1 KWK
Model BB.2 KWK
Surat keterangan kemamPuan iasmani dan rohani

narkotikaserta bebas
3

4. Keputusan Pemberhentian
KPU KPU

berwenang
KIPCalon adalah

dari pejabat

(

KETERANGAN

SYARAT

2_

I



((

2

Aceh, KPU/KIP Kabupaten/'Kota, Barvaslu, Barvaslu
Provinsi, Pann'as Kabupaten / Kota.

5 Surat keterangan tidak pernah sebagai
bcrdasarkan putusan pcngadilan yang tclah
bcrkckuaLatt ltukurlr. LcLap dari pcrrgadila-rr rrcgcri ytrrtg

l-crpidana

meli trtah huku calontl
KeaJpaan
ringan/alasan
politik*)

Surat keterangan dipidala karena
(anlpa leuisl atau alasan politik berdasarkan putusan
pcngadilan yang tclah mcmpcrolch kckuatan hukum
tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan
ptttusor-r, bogi bolccrl color-r yong pernnh rtipidana
pcrrjara karcrttr kealpalrrr r irrgaur (t'rtllrtr It'rri's) atatl

r-tr-'ngttn :-ilttltt:.i lr:rlttrlrtrlit 1'rrrrg I irlitlt

ari Pimpina-n Rcdak:i mcdia
rasional yarlg me nerarlgkan

bahwa Ballal Calon tclah sccara tcrbuka dan jujur
mengernttklrknn kepndll ptLl-rlik s(lragai terl'lidalra

b. Bukti telah mengemukakan kepada pu
terbuka dan jujur pada surat kabar loka-l atau

kealpaan ringart

alas:rn politi[:..
Bugi Eulcttl (-:til(-ln

I:ctcrangan d
lokal atau l

blik secara

dalamI

alanr dalamtidak

suratnasional

a. Surat
luassa

c. Salinan putusan
berkekuatal hukum

pengadilan yang telah

()

keterangan
a tidak men

dari kejaksaan mengenai
araI

d. Surat
dalam

8 Salinan putusan pengadilarr yang telah
hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan

menjalani masa
a) tahun sebelum
mantan terPidana
seksual terhadaP

berkekuatan

anak
9 Dalam hal bakal Ca-lon adalah Mantan Terpidana yang

telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana
Uanaat narkoba atau kejahatan seksual terhadap

((



3

dari Pimpinan Redaksi media
nasional yang menerangkan

bahrva Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur
ukakarr l..cpada publik sebagai tcrpidana

a

t,

Surat keterangan
massa lokal atau

menSem

)'emts
aradalamrdanalutdIl ak U

ad btik secarakakanLI kemcn puIahte PoBukti gcm
lokal ataukabarsu ratrurbute ka dan Ju pada

nasional surat

f hrtrtsan pengadilan Yang I

putusan pengadilan yang telah mempunyzu

ari Kepoligan

Bakalbahwatakantsura keteran menyagan yang
lakuSCbu kanan pebagaiCalon bersa ngkuyang

daerahdke h a n berulang
rilasaSE eliil lclte lah rjalierrisuratd keterangan

a lemrlda k

cu
alanimenselesailahterAt keteranSrr san

uata ticuLrrbasan [.rcr syar-atbersyarat,pembe
badandari kepalabasbemenjelang

c clCaltrrBaka-lda hallam Iiatka narApemesYa
cutiataucLltrbe arat bersyaratbebasan rsypem

elal.r herkekuatan

hwtau-rd yanSNcgcriPengadilanSurat kctcra.rrgan
Calontl Icrn yangtinggalpathukunrnya

pilihnya berdasarkana. Tidak sedang dicabut hak

l.rebcrs

hukum te

kekuatan hukum

melipu
bahwa

perseorzmgan dan/atau secara badan
menjadi tanggungiawabnYa Yang

hukum yang
merugikan

10

Surat keterangan
menerangkan Bakat

catata-n kePolisian Yang
Calon pernah/tidak Pernah

tercela dari daerahmelakukan

ll

t2.
kekayaan PenYelenggara Negara

lapora.u harta
dari Komisi

Surat tanda terima penyerahut

Pemberantasan

atau

'.,, ; l; ltidak dinyatakansedangSurat keterargan
telahtusan yangpu pengadilanberdasarkan

dariuh kumkekuatan pengadilantetapmempunyar

1

((

((

c.

c



(

Dokumen var,q dikeluarkan oleh Kantor Pelavanan
Pajak tempal ci-rlon ]-ang bersangkutan terdaftar

ib
Irotokopi k:-inu llomor Pokol< \Vajib Pajalt (N PWP)

atas narna calon
b. Tanda tcrir-na penl'ampaian Surat Pembcritahuan

Tahut-ian I';rlak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atils Ilalrla bakal calon, untuk masa 5
(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi

ib
c. Tanda bukti tidak memPu nyai tunggakan pajak

(

4

SC

14

15 se abatbcr l1lie al'r bagar penJta LI SztjILIkcSur p IJC
Walikotatauaabat Buber nurGu penjabatpatpe IIJ

rGu ubernSCr1 be tatusrS bagai penjabatcalo yaligbagi
alikota.wtabatauiItraba uB

16
t7

sedera.iat, r'ang tclah dilcgalisasi oleh instansi yang

b

(sLr

ku ElektronikandaT uPend dKartu
arTamatSu Belaj (sTrB)Ta.ndaatFot<-t 'azalra. kopi U

uatatasA
^)

ah tanuSekol TingkatLanj

tinggiazah perguIaanFotokopi U
olehtelahS2 dilegalisasiS s3-)) yang(Diploma/

CalonBakalapabilaberwenang,
akademik

instansr 1'ang
mencantumkan

18. Naskah
mengacu
Panjang

pada Rencana Pembangunan
(RPJP) Provinsi Jawa Tengah

Calon
Jangka

yarg

visi, misi dan Program Pasangan

Calon
narna Tim KamPanYe Tingkat ProvinsiDaftar

Kota dan atau Kecamatan
19

Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanYak 4

lembar
Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4b
lembar
Foto calon ukuran 10. 2 cmx 15.2 cm (4R)c.

2lembarberwarna se

20

d. Softcopy Foto sebagaimara huruf a, hurufb dan
huruf c

(

I

(



((

5

2. B.A,KIL C.ALON WAKIL BUPATI

JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN

NO KETERAXGAN

ADA TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
1 Model BB.I KWK
2 I\,lr,rlel BB.2 KWK
1 Surat kclerangan kemampuan jasmani dan rohani

serta bebas penyalahzunaan narkotika
+ Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenarrg

apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi. Panwas Kabupaten/(ota.

5 Sur:rt keter:rrrgan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan -yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang
wilavah hukumnya meliputi tempat tinggal ca-lon

6 Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan
(anlpa leuis) atau alasan politik berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
letap {ari _pe4Cqd!lS!} nqgeri yang qlenjalqh\4l1
putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana
penjara karena kealpaan ringan (culpa leurs) atau
alasan politik.

Kealpaan
ringan/a-lasan
politik*)

7 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menialani pidana dalam penjara :

a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media
massa lokal atau nasional yang menerangkan
bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagai terpidana
yang tidak menialani pidana dalam penjara

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional (kfipine surat kabar)



(

b

( Salinan putusarr pengadilan
berkekuatan hukum teta

yang telah

()()

d Surat keterangan dari kejaksaan mengenal
a tidak arl dalam

llalir-ran putusan pcngadilan yang telah bcrkel..uatati
i:ukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan
'l c-r 1,ridana yang telah selesa.i rrrcrrjalarri rnasa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jad'"val pendaftaran dan bukan mantan terpidana
bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap
einak
Dalam ha1 ba.l<al Calon adalah Mantan 'l'erpidana yang
telah sclcsai mcnjalarni pidana pcnjara tetapi belun
mclarnpaui palirrg singkat 5 (linta) tahun scbclurn
J;rrlr.virl lrr:rrl;r[lirr;rrr rlitrr ]-rr-11111n rn[Intttn tcrpidana
bandar narl<oba atau l<ejahatan scksual tcrhadap
3nr.qlr'

Surat keterangan dari Pimpiual Redaksi luedia
massa lokal atau nasional yarg menerangkan
bahwa Bakal Calon telah secara terbuka darr jujur
inengernukaka-n kepada publik sebagai terpidana
yang tidak ruenjalani pidana dalam pcnjara

a

b. Bukti l-elzr-tr mcngcmuknl<an kepada publik secara
terburka dan jttjttr pada surat kabar lokal atau
nasional (kliping surat kabar);
surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
keiahatan berulang dari Kepolisan daerah

c

d. surat 

-eterangan- 

teleh selesai me-n1'alanTrnast
pidana dari kepala lembaga permasyarakatan ;

Surat keterangan telah selesai menjalani
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas dari kepala badan
pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menielang bebas

e

9

f- Putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.

Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang
menyatakan bahwa :

(

10.
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1

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
putusan pengadilan Yang telah
kckuatan hukum

berdasarkan
mempunvar

b Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atatl secara hadan hr-lkr,lm vang
mcnjadi tanggungau'abn,t'a )'ang merugikan

ne
Il Surat keterangan catatan kepolisian yaxg

menerangkan Bakal Calon pernah tidak pe rnah
merlaku kan atan te rce la dari Ke S lan daerah

penyerahan laporan harta
dari Komisi

Surat tanda terima
keka-vaan penyelenggara Negara
Pemberantasan Koru i

13 Surat keterangan tidak scdang din\fatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilal yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan
niaga atau pengadilan tinggi 1'ang u'ilavah hukumnya

calon
Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Poja!< tempat ca-lon yang bersangkutan terdaftar

wa ib
a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Waj ib Pajak (NPWP)

atas nama calon

l4

b. Tanda terima penyampaian Surat Pem beritahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orarg
Pribadi atas narna bakal ca-lon, untuk masa 5
(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi

c. TzLnda bukti tidak nlenlPunyai tunggakan pajak

I5 Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat
Gu bernu abat Bupatl atau penJ abat walikotar penJ
bagi calon yang bersta tus sebagai penjabat Gu bernur,

Bu atau abat Wralikota.
l6 Kartu Tanda Penduduk Elektronik
17 a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

Sekolah L^anjutan Tingkat Atas (SLTA) atau
sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang

b. Fotokopi rj
(Diploma/S1/52

azah perguruan tinggi
/S3*l), yans telah dileealisasi oleh

I )



(

6

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan
lruruf c

Yang Menyerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *f

20

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten /Ketua Pokja Pencalonan

*)

instansi r,:ing beru enang. apabila Bakal Calon
mencantumkan gelar akademik.

1[J Nasl.:lrh visi. misi dan proqram Pasangan
nrellgacu pada Rencana Pembangunan
Pan.;ang (RP.i P) Provrnsr ,Jaura 'l'engah
ciitandatarrgani Pasalgan Calorr

Calon
Jangka

yaJIg

19 Daftar nama Tim Kampan_l'e Tingkat Provinsi
Iiabupaten/Kota, dan /atau Kecamatan

20 F-oto Terbaru
a Pas Foto Benvarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4

lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanvak 4

Iembar
c. l.'oto calon uktrran I0.2 cm x I.5.'2 cm (aR)

beru,arna sebanyak 2 lembar

Keteranqan :
*) Pilih salah satu

(



MODEL BA.HP
PERBAII(AN.KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAII(AN PERSYARATAN

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN CALON
PADA PrLBrrP GRoBocAN TAHUr zf re

Pada hari ini ....... tanggat ....
Tahun dua ribu ...... bertempat di ...
IiPU ,(abupaten Grobogan telah melaksanakan

bulan

litian perbaikan
persyaratan administrasi terhadap <elengkapar dan keabsahan cokumen
persyar-atan pencalonan dan persl'aratar Calon Bupati dan Wakil Bupati
I(abupaten Grobogan, atas nama:

l. Bakal Calor-r Bupati

2. B:rkai Calon Wakil Bupati

.{asil
kelengkapan

penelitian pe:baikan persyaratan adln
dan lceabsahar-- dokumen p.r"y"r"tJ.,

NAMA

inistrasi terhadap
pencalonan dan

persyarata.n calon tersebut ciituangkan dalam tabel seb'p.gaimana terlampir.

femikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rang[<ap, masing-masing
r-anglcap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU l(abupaten Grobogan.

I

Berita Ac:rra clisusun masing-masing : 
I

. I (satu) rarngkap drsampa-kan kepada Pasangan CalJn;

2. I (s:rtr-i) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

[-N-o l-L. __.__t __.,__.lrl
'2

a
J

q

JABATAI{ TANDA TANGAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

\-

+. I



LAMPIRAN MODEL BA. HP
PERBAIKAN-KWK

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENEI,ITIAN PERBAIKAN PERSYARA'I'AN ADMINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN L'AN PT'RSYARATAN CALON PADA PILBUP GROBOGAIiT

TAHUN 2O2O

Hasil penelitian perbaikan persyaratan atlrllirrisLrasi dokurrlell persyaratan pencalonan dan pcrsyaratan

calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogart atas :

Nama Rakal Calon BuPati:

Nama Bakal Calon Wakil BuPati :

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

KETERANGAN
JENIS DOKUMEN

GKAPANKELENHASIL PENELITIAN

MEMENUHI
NO

B. SYARAT CALON

BAKAL CALON BUPATI :

1 Model BB.1 KWK
2- Model BB.2 KWK
3. Surat keterargalr kemampuan Jasmarl

dan rohani serta bebas naan

1

((

DAN

ADA

KETTRANGAN



((

2

Keputusan pemberhentian dari pejabat
bcnvenang apnhila Cnlon ada-lah Anggota
KPU, KPU Pruvirrsi/KIP Aceh. I(PU/lOP
liulruputen/Kotii, Darvaslr.t, Rau'aslr:
Provinsi, Panu,as Kabupaten/ Kota.

narkotika
4

Surat keterangan tidak pernah sebagai
terpidana berdasarkan Putusan
pengadilan r-ang telah berkekuatan
hukuru tetap dari pengadilan ncgcri )/ang
rvilayah hukumnya meliputi temPat

ca-lon

5

Kea-lpaan
ringan/alasan
politik*)

6.

7

Surat keterangan diPidana
kealpaan ringan (culpa leuis) atau alasan
politik berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekllatax hrtkrtm
tetop duri perrgadilan negeri yanS
menjatuhkan putusan, bagi bakal car-ltln

yang pernah tlil;idn-na penjara karena
kealpaan ringan (atlpa leuris) atau alasan

Bagi Bakal Calon dengan
yang tidak menjalani

karena

status terpidana
pidana dalam

a. Surat keterangan dari PimPinan
Redaksi media massa lokal atau
nasional vang meneranskan bahwa
Bakal Calon telah secara terbuka dan
jujur mengemukakan kePada Publik
sebagai terPidana Yang tidak

dalam
b. Bukti telah mengemukakan

publik secara terbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional

kepada

surat
yangc. Salinan putusan pengadilan

telah berkekuatan hukum
d. Surat keterangan dari kejaksaan

mengenai terpidana tida-k menjalani
pidana dalam penjara

politik.

Denlarar :

t.tan
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Salinan putusan pengadilal -r,ang telah
berkekuatan hukum tetap. dalam hal
bakal Calon adalah Mantan Terpidana
),ang telah selesai menjalani masa
pidananl'a paling singkat 5 (lima) tahun
sebelum jadu'al pendirftaran dan bukan
mantan terpidana bandar narkoba atau

ahatrrn seksua-l terhada anak
Dalam lral lrakal Calorr adalair Mantart
Terpidana yang telah selesai menjalani
pidana penjara tetapi belum melampaui
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadrval pcndaftaran dan bul<an maltan
terpidana bandar narkoba atau kejahatan
scksual terl'r anak:

8

a. Surat ketcrangal dari Prmpinat't
Redaksi media massa lokal atau
rr:1r-:irrrr;Ll yirlrq rlerleritnglttur bu]rwa
Bakal Calon telah secat'a terbuka dan
jujur mengemukakan kepada publik
sebagai terpidana yang ticlak
men.;alani pidnna ctalam penjara

b. Bukti telah mengemukakan kepada
publik secara terbuka dan jujur pada
surat kabar lokal atau nasional
(kliping surat kabar);

9

kejahatan berulang dari Kepolisan
daerah

se

d. surat keterangan telah selesai
rnenjala.ni nlasa pidala dali kcpala
lembaga permasyarakatan ;

e. Surat keterangan telah selesai
menjalani pembebasan bersyarat, cuti
bersyarat atau cuti menjelang bebas
dari kepala badan pemasyarakatan,
dalam ha-l Baka,l Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti menjelang bebas

(

c. surat keterangan yang menyatakan
bahwa Bakal Calon yang
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f. Putusan pengadilan Yang telah
berkekuata-n hukum

Sural. kctcrilllH,alt dari Pcrrgadilatr I'lcY,uri

vang rvilayah hukumnva meliputi tempat
L] Calon n menvatakan bahrva

Tirlak st:dang dicabut hak pilil'rr-r1'a

berdasarkan putusan pengadilan 1'ang
telai mempun)'ai kekuatan hukum

;l

b. Tidak sedang memiliki tanggungan
hutang secara perseorangan da-n/ atau
secara badan hukum YaIg menjadi
tanggungiawabnYa Yang merugikan

10

ll Surirt lceterculgaul catatc.n kepolisian yang
menerangkan Bal<a-l Co-lon pernah/tidak
pernah melakukan perbuatan tercela dari

daerah
Sural liurda teunra penyerahar laporan
harta kekayaan penyelenggara Negara

Pemberantasan Korudari Komisi
13

dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memPunYai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan
niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

Surat keterangan tidak sedang

calonti
t4 Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor

bersangkutan terdaftar sebagai
yang
wajib

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib
atas nama calon

Pemberitahuan Ta-hunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atas nama bakal calon, untuk
masa 5 (lima) tahun teralihir atau

b. Tanda terima penyampaian Surat

calon
c mempunyalTanda bukti tidak

tunggakan pajak

I
I

tetap

12.

Daiak
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15 Surat keputusan pemberl-rentian sebagai
penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat Walikota bagi ca-lon yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur.

bat atau bat Walikota
Kartu Tzrnda Penduclukt'otokopi

Elektronik
1t)

t7 a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat
Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat,
yang telah dilega-lisasi oleh instansi

(Diploma/S1/32lS3-)), yang
dilegalisasi oleh instansi
herwenang, apahila Rakal

b l.'oLoltopi

'I 
rer-wenar-r

a-kademik.ttrctruiutI uurkilr

pergttn rall turggl
telah
yang

Calon

r8 Naskah visi, ruisi darr prograut Pasuttgari
Calon mengacu Pada Rencana
Pembangunal Jangka Panjang (RPJP)

Provinsi Jawa Tengah Yang
Calon

19 Daftar narna Tim KamPanYe Tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau
Kecamatan
Foto Terbaru20.

Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cma.
sebanyak 4lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm
sebanyak 4lembar

berwarna 2lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm

huruf b dan huruf c
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a,

(4R)
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2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI

NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN

ADA TIDAK
ADA

[ItrMDNUIII
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT

KETERANGAN

1 Model BB.1 KWK
Model BB.2 KWK

.) Surat keterargan kemampuan Jasmanl
dan rohani serta bebas penyalahgunaart
na-rtotiha

4 Keputrrsan pem herhentran dari pe.iabat
bcrwcnang apabila Calon adalah Anggota
Kf'U, l(l'U Provinsi/KlP Aceh, KPU/KlP
Kabupaten,/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/ KP!g-

5. Sttrat kctcrtrngan litlak pcrtruh sebagai
[cr pidutru berdascrkan Putusalt
prng;rrlil;rtr .yaltg tclah bcrkckr-latan
hukum tetap dari pengadilnn negeri varrg
wila5ral hukr.rmnya meliprtti tempaf tinggal
calon

6 Surat keterangan diPidana karena
kealpaan ringan (culpa leuis) atau a,lasan
politik berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dari pengadilan negeri Yang
menjatuhkan putusan, bagi bakal calon
yang pernah dipidana penjara karena
kealpaan ringan (culpo leuis) atau alasan

KeaJpaan
ringan/alasan
politik*)

7 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana
yang tidak menjalani Pidana dalam
penlara :

a. Surat keterangan dari
Redaksi media massa

Pimpinan
lokal atau

nasional yarg i-enerangkan bahwa
Bakal Calon telah secara terbuka dan
jujur mengemukakan kePada Publik
sebagai terpidanayang tidak menjalant

2.

politik.



l

Bukti telah merrgemukakan ke
prrhlik sec2ra ferlrtrka dan jujur pada

iurat kabar lokiel atau rrusional (liliping

Salinan putusan pengadilan yang tc
berkckuatan hukum tcta

b

C

a dalam n
pada

laLh
surat l(.1

d. Surat keterangan
rrtrrrtgrr ra i lrr lrirla r ra

dari
tidak

kejaksaan
mcnlalani

dalam
8 Salinan putusan Pengadilan Yang

berkekuatan hukum tetap, dalam
baka.l CaLon ada-lah Mantan Terpidana
yang telah selesai menjalani masa
pitlarrarrya p,alirrg singkat 5 (lima) tahun
iebelum jadrval pendaftaran dan bukart
mantan terpidana bandar narkoba atau

telah
hal

anakseksua-l
Dalam hal bakat Calon
Terpidana vang telah selesai menjalani
pidana pcruara tctapi belum nrclanpaui
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadwal pendaltaran dal bukan mantan
terpidana bandar narkoba atau kejahatan

adalah Mantal

st:ksual tcrhadn zrrrali:

9

a. Surat
Redaksi

keterangan dari
media massa

Pimpinan
lokal atau

bahwa
Bakal Calon tciah secara terbuka dan
jujur mengemukakan kePada Publik
.se.hagai terpidana -vang tidak menialani

dalam
b. Bukti telah mengemu

publik secara terbuka dan jujur pada

iurat kabar lokal atau nasional (kliping

kakan kePada

surat
c. surat keterangan Yang

bahwa Bakal Calon yang bersangkutan
bukan sebagai Pelaku kejahatan

menyatakan

daerahdari
d. surat telah selesai

((
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(

menjalani masa pidana
tan

dari kepala

lem
e. Surat keterangan

menjalani pembebasan bersyarat, cutl
bcrsi'arat atau cuti menjelang hehas

dari kePala badan Pemasyarakatan,
dalam hal Bakal Calon mendaPat

bcrsl'arat, cuti bersyaratpembebasan
atau cuti me e bebas

telah selesai

berdasarkan putusan pengadilan yang

telaJr rrlerrlptllly4i kekrlallrrr hukutu

hutarg secara perseorangan dan/atatt
,..*^- haclan hrrkum Yang menjadi
tanggungjawahnYa Yang merugikan

b

rn

hcrl:c}:uatan hu l(Llm tetsP
Surat keterangan dan Pengadilal Negert

Tid.rh sedang mc miliki tanggungan

pengadilan Yang telah

l1krr,l m tempath meliputiyawilayahyang
hwahaaLa{ka11l1 cIlIIlCalon ya

hbua t hakdic pil nyaTidaltu. ucdung

f. Putusart

daerah

catatan yangkepolisianketeranganSurat
CalonBakal pernah/tidakmenerangkan

daritercelamelakukan perbuatanpernah

11

harta kekayaan penyelenggara Negara

Pemberantasan

dari

Komisi Koru
tidak sedang dinyatakanSurat keterangal

pengadilanputlrsarberdasarkanpailit
hukumkekuatantelah mempunyaryaIIg

ataumagadari pengadilantetap
hukumnyawilayahtinggi yangpengadilan

calon

1atJ.

oleh Kantor
calon yang

,b^Bd wajib

dike:luarkalDokumen yang
tempatP4jakPelayanan

SCterdaftarbersangkutan

kartua. Nomor Pokok

t4
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atas nama calonk
b. Tanda terima PcnyamPalan

Pernberitahuan l'ahunan Paiak

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
aLirs nrlrrtH lr:-rkal t:;rlrlll, ul-itUli l1tasa 5
(lrrna) tahun terakhrr atau sejak calon

Tanda Lrukti tidak mcmPunyal
tunggakan Pajak

C

ib pajak

Surat

m

pemberhentian sebagaiSurat kePutusan
penlpenJa

Gr

uataabat BuurGubat bern patl
ca-Ion yanga-likotaw bagrpenjabat

rhernttbatSrs Latube p(iluasebagai
a-likota.atauuBt-l abat

15

Tanda PendudukFotokopi Kzrrl-u

Dlektronik
16

t7

Fotokopi rjaza,h Pergumar
(Diploma/S1/52lS3.)), Yang
dilegalisasi oleh instansi
berwenang, aPabila Bakal

tinggi
telah
yang

Calon

b

mencantumkan akademik.
dan

Calon mengacu Pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Provinsilawa Tengah yalg ditandatangani
Calon

Daftar narna Tim Tingkat
dan/atauProvinsi, KabuPaten/Kota,

Kampanye

Kecamatan

t9

Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm

4lembarSC

b. Pas Foto Hitam Pu tih ukuran 4x6 cm
4lembar

c 1x cm5.201 cm.2ukurancalonFoto

20.

( ( I
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Iroto sebagaimana huruI a.d.

2benl arna

chrrrrrf h

Yang MenYerahkan
'l'im Pasangan Bakal Calon/Bak-al Pasalgal Calotr *)

Yang Menerima
I(etua/Anggota KPU Kabupaten/Ketua Pokja Pencalonan *)

Keterangan:
*) Pilitr salalr satu



BERITA ACARA

HASIL VERIFII{ASI PEIIIENUHAN JUMLAH

DUKUNGAN PERBAIKAN PADA PILBUP GROBOG

Pada hari ini . .... tanggal .

ribu tr-rjuh belas bertempat di
Grobogan telah melalcr-tkan verifikasi terhadap

ciukungan perbaikan Pasangar Calon Per

Bupati dan Wakil Btrpati Grob,ogan, atas narna :

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati

Dalam verifikasi jur:r^ah dar sebaran dukungan

Calon Perseorangan, KPU Provinsi Grobogan me

berikut :

a. melakr-rkan verifikasi terhadap -'umlah duku

persebaran yang terdapat da-lam dokumen asli

B. 1 -i(WI( Perseorangan Pe:ba-ikan;

b. melakukan verifikasi terhadap -,urnlah larrpiran

Perseorangan Perbail.:ar:;

c. melakukan verifikasi te:hadap

persebaran yang terdaoat dalam

Perseorangan Perbail':an.

jumla:r d

Berdasatrkan Hasil Pleno Rekapitulasi Du

Calon Perseorangan di tingkat KPU Kabupaten/Kota

clukr,rngan sebagaimana terdapat dalam B.\.8-KWK
penclukung dan tersebar di

Hasii verifikasi adrrinistrasi jumlah minimum

clan seberran ciukungirn Pasangan Ca-lon tersebut, se berikut
perbaikan

BA.I-KWK
PERBAIKAN

bulan

soitc'opg form lir

DAN SEBARAN

TAHUN 2OL9

Tahun dua

... , KPU Kabupaten
dan sebaran

dalam pemilihan

Pasangan

kegiatan sebagai

perbaikan dan

formulir Model

ulir Model 8.1-KWK

perbaikan dan

Model 8.I-KWK

Bakal Pasangan

jumlah kekurangan
sebanyak

tan.

I



a

l. .lumlah clukungan yang terdapat dalam hardcop
I(WK Perseorangan Perbaikan sebanyak
tersebar di ......%o Kecamatan di Kabupaten Gro

2, .lnmlah fotokopi identitas kependudukan atau
Din:rs I(cpcr-rdr-rdulca-n Cata.tzrn Sipil yang menj

formulir Model E}.1-

.....orang dan
atau sebanyak

Kecamatan, serta dinyatakan Me uhi Syarat/Tidak
ilemenuhi Syarat*)jumlah kekurangan dan se dukungan

rat keterangan dari
lampiran Formulir

1

al

.:l

l"4oclel 8.1-I(WK Perseorangan Perbaikan se anyak
pendukung, serta,linyatakan Memenuhi /Tidak Memenuhi
Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran duku

3. .Iumlah dukungan perbaikan yang terdapat sofcopA formulir
I,lodel B.1-KWI( Perseorangan Perbaikan se .. oranil
dan tersebar di .......% Kecamatan di Kabu
sebanyak .,.... Kecarratan.

Dcmikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga)

ten Grobogan atau

, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan
Grobogan.

Berita ^Acara ini disampaikan kepada :

KPU Kabupaten

1 lsatul rangkap untuk Pasangan Calon perseorani

1 lsatut rangkap untuk Ba'rvaslu Kab':paten Grobo
I (saturt rangkap untuk arsip KPJ Kabupaten Gro

KPU I{ABUPATEN GROBOGAN

NO NAMA

Keterangan

I

2

3

4

JABATAN TANDA TATIGAN

Ketua

Anggo:a

Anggo--a

Anggo--a

Anggo.a

*l Pilih salah satu;



MODEL BA.2-KWK
PERBAII(AN

BERITA ACARA

HASIL VERIFII(ASI ADMINISTRASI TERIIADAP

PENDUKUNG PERBAII(AN DENGAN PERNY DUKUNGAN

PERBAIKAN PADA PILBUP GROBOGAN T 2020

AIAN DATA

Tahun

, KPU Kabupaten
p kesesuaian data

O , atas nama :

data dukungan
bukti pernyatan

melakukan kegiatan

Grobogan telah melakukan verifikasi administrasi ter

pendukung perbaikan dengan bukti pernyatan du perbaikan dalam

Pada }:ari ini ..".' tanggal .....'.'

dua ribu tujuh belas bertemPat di '

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2

1. Calor-r Br-rpati :

2. Calon Wakil BuPatt

Dalam verifikasi administrasi terhadap kese

perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan de

clukungan perbaikan, KPU Kabupaten Grobogan

sebagai berikut :

1. mencocokkan keses'.raian Nomor Induk Ke

jcnis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan t pendukung pada

udukan, nama,

engan rctokoPi Kartu

terbitkan oleh dinas

perbaikan;

dengan wilaYah

formr,rlir Model B. 1-KWX- Perseorangan Perbaikan

Tanca Penduduk atau surat keterangan yang

kependudr-tkan dan catatan siPil;

2. verifikasi kesesuaian

Pemilihan;

3. r'erif-kasi kelengkaPan Ia

4. r,erifikasi kesesuaian

administrasi PPS;

antara alamat Pend ng dengan daerah

mpiran dokumen d

al.amat pendukung

5. veril-rkasi identitas kependudukan untuk

syarat usia pendukung 'Jan/'atau status perka

stikan pemenuhan

I

\-
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Hasil r,'erifikasi administrasi terhadap l.:esesuaian data dukungan perbaikan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan
perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

TAB
EL

HASIL VERIFII(ASI ISI FORMULIR MODEL 8.1 KWK
PERSEORANGAN PERBAII(AN

1 Pendukung perbaikan :/ang diajukan oleh

Bakal Pasangan Calon Perseorangart

2 | Pendukung yang dicoret karena nama,

alamat clan NIK pendukung yang

bersangkutan yang tertera dalam surat
pernyataan dukungan (Formulir Model

B. 1-KWI{ Perseorangan Pcrbaikan) tidak
sesuru sccara nyata dengan fotokopi

] identitas kependudukar.
3 Pen,lukung yang dicoret karena alamat

ya ng [ertera pada identitas
lceperrdudukan pendukung yang

bersangkutan tidak sesuai dengan daerah
perr-ilihan.

Pen,lukung yang dicoret karena tidak
ditemukan fotokopi identitas
l<ependudukan sebagai lampirar- surat

lrernlzataan dukungar: (Formulir Model

B I -KWI( Perseorangan Perbaikan),

4

5 Pen,-lul<ung yang dicoret karena alamat

.vang terterar pada iCentitas

l<epr:nduclukan pendukung yang

berseinglcutan tidak sesuai dengari

wilayah administrasi P?S.

6 Penlukung yang dicoret dan dinyatakan
tr,:lerl< memenuhi s1'2161 karena tidak
mernenuhi syarat usia,

7 PenCukung yang dinyatakan Memenuhi

Syerrart Berdasarkan Hasil Verifikasi
( I\l o m or I - ( No. 2 + No. 3 +l,Jo. 4+ No. 5 + t'lo. 6) )

I
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Terhadap pendukung yang dinyatakan Memen

verihkasi:
1, kesesuaran data pendukung dengan DPT dan/atau
2. kegandaan dukrngan pasangan calon

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga)

masing rarrgkap ditandatangani oleh Ketua dan

Syarat, dilakukan

; dan

, dan masing-
KPU Provinsi

Jau'e. Tengah.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

i. 1 (satu) rangkap untuk Pasangar Calon
2. 1 (sat'.r) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabu ten Grobogan;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten bogan

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO NAMA TANDA TAI{GAN

Ketua

2 Anggota

3 Anggota

+ Anggota

5 Anggota

JABATAN 
I

1.



MODEL BA.3-KWK
PERBAIKAN

Pada hari ini
ribr.r

telah melakukan

tanggal bulan

, KPUbertempat di
verifikasi administrasi rerhadap

hada

AIAN DATA
TETAP

PEMILIHAIY

Tahun dua
bupaten Grobogan
kesesuaian data

DPT dan/atau DP4
daftar pendukung

Kependudukan dan

BERITA ACARA
HASIL VERIFII(ASI ADMINISTRASI TERHADAP

PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAF'TAR
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 18

Cukr-rngan perbaikan Pasangan calon Perseorangan adngan Daftar pemiiih
'IetaP (DPT) danlatau Daftar Penduduk Potensial Perniilih pemilihan (Dp4)
calarn pemilihan Bupati dan wakil Bupa:i Grobogan droboganTahun 2olg
, atas nama

1. Calon Bupati

Dttlittri verilikasi e.dministrasi terhadap kesesuafan data dukungan
lrcrbnikan Patsangan calon Perseorangan dengan Daftai Pemilih Tetap (DPT)
::an/ataur Dalrar Pendudu< Potensial pemilih per{rilihan (Dp4), KpU
['.a.1-,uLpartcn Grobogan melakukan llegiatan verifikasi kesesuaian antara
f,:rr:rulir Model 8.1-KwK Perseorangan perbaikan a.fg"r, daftar pemilih
tetarp pacla Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/at{u daftar penduduk
potr:nsial pemilih Pemilihan; 

i

Harsil vcrillkasi administrasi kesesuaian data dlukungan perbaikan
Frasangan caiot-t sebagaimana tersebut di atas, diperole{r jumlah pendukung
sebanyak ..... orang yarg tidak tercantum ,

seblgaimana cialtar terlampir. Selanjutnya ter
ters.ebut clilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dina

\-,

2. Calon Wakil Bupati :
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car-aran Sipil, Sedangkan terhadap pendukung yang ter-cantum dalam Dpr
dan/atar-r DP4 dilakukan verifikasi faktual.

lemikian Berita Acara ini dibuat dalam s (lima) rangkap, dan masing_
masing rangr:ap citandatangani oleh Ketua dan anggota KpU Kabupaten
Grobogan.

Berita Acara ini disan:paikan kepada :

1. I (satu) _angkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) -angkap untuk ppK;

3. 1 (satr-r) rarrgkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil
klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil;

4. I (satu) :angkap untuk Bawaslu Kabupaten Grobogan;
5. 1 (satr-r) rangkap untuk arsip KpU provinsi Jawa Tengah.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA

,2

J

rl

5

NO

1

JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota



MODEL BA.3.I.KWK
PERSEORANGAN PERBAII(AN

BERITA ACARA
HASIL KLARIFTI(ASI DINAS KEPENDUDUI(AN DAN CATATAIT SIPIL

Pada hari ini ..... tanggal .... . bulan Tahun dua
ribu tu.1uh belas bertempat di... ....., Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil F^abupaten Q16$6,gan telah melakukan penelitian kesesuaian
antara data kependudukan yang dimiL<i oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Bupati dan Walcl Bupati Grobogan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

2. Bakal Calcn Wakil Bupati:

Hasil kla:ifikas- terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak
lerrjantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

,) Jr-rmiaih Pendukung perbaikan ].ang
l<c 1: encl ur,:lul<an nya tidal< benar,

status

\., 3t Jrrmlzrt-- PenCul.:ung perbaikan yang tidak dapat
d in-r'atakan status kependudukannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dal.am 2 (dua) rangkap, dan masing-
masing rangkap di:andatangar:i oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Ctr[atar-i Sipil ]labup,rten Grobcrgan.

Berita Acerra ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Grobogan; dan
2. I (satu) rangkap untuk ar,sip.

No

Jumlerh Pencukung perbaikan ]'ang
l<ependu'1ul<ann5,2 benar.

status
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20

Kepala Dinas Kependud n dan Catatan Sipil
I(abupaten bogan

I

I

I

l



MODEL BA.4-KWK
AN PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFII(ASI DUGAAN KEGAI{DAAN D

PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
TA}IUN 2OL9

Pada hari ini .. .... tanggal .......... bulan

ribu tujuh belas bertempat di..

Grobogern teiah melakukan verifil':asi dugaan kegan

perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Eupati dan

Tahun 2OlB, atas nama :

1, Calon Bupati :

2. Caion Waikil Br-rpati

u".,n;^;t 
- 
;;;;; ,;;

Calor-r Perseorangan BuPati

PERBAII(AN
GROBOGAN

Tahun dua

...., KPU Kabupaten
terhadap dukungan

Bupati Grobogan

*"..' i.*""u",,. 0"u""*"; ;;t;;;" ;;";;;"
,lan \I,'akil Bupati Kabuphten Grobogan , meliputi

I

Pasangan Calon perseorangan. 
i

Hasil verifikasi dugaan kegandaan

dinyatakan memenuhi syarat sebagaiu-rana dimaksu

Model BA.1 KWK Perse,crangan Perbaikan), sebagai

TABEL I
HASIL VERIFII(ASI DUGAAI'I

tu) kali kepada 1

ebih dari 1 (satu)

pendukung yang

dalam Berita Acara

rikut

(MS)

BA.2-
1

lari 1

calon
ritung

Pendukung yang dinyatakan memen

sebagaimana ter,lantum dalam Formrlir Model

KWI( Perseorangan Perbaikan.

Pendui<ung y.rng memberil:an dukungan
(satu) kali kepada 1 (satu) pasangan

perseorangan dan dukungan tersebut harus d

1 (satu) dukungan.

uhi syara

lebih2
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Demikian Berita Acara ini dibuat daiam 4 (em

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan

Grobogan.

Berita A:ara ini disampaikan kepada :

KPU KabuPaten

kepada Pasangan perseoranganl

kepada PPS melaiui

kepada KPU Kabu /Kota; dan

KPU I{ABI'PATEN GROBOGAI'I

pat) rangkap, dan masing-

1. 1 (satu) rangkaP disamPaikan

2. 1 (satu) rangkaP disamPaikan

3. 1 (sa'-u) rangkaP d:samPaikan

4. t (sa-u) rangkaP untux arsiP'

Iebih dari 1 (satui pasangan calon' dan

tetap dinyatal':an mencukung untuk

veri{ikasi faktual status dukungannya oleh

dukunganrremberikanPendukung Yar:g
seme

PPS.

3

1

(satu) dukunga:r

PerseoranganCalonPasanganukuPend ng
lahseteuhi syaratm3mentakand ainy

hanyaang1t
Jgandadukungancl iahuJ

4

TAI{DA TAITGANJABATANNAMANO
Ketua

1

Anggota
2

Anggota
3

Anggota
4

Anggota
5

ada

[ara
l-a n

'afrc,

aihitunle

I
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MODEL BA.+KWK
PERBAII(AN

Pada hari ini

dua ribu
(PPS) telah melakukan

tanggal

bertemPat di ......
verihkasi faktu

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERIIADAP

BAI(AL PASANGAN CALON

PADA PILBUP GROBOGAN 2O2O

OLEH PANITIA PEMUNGUTAN

PERBAII{AN
GAN

.... Pani

al terhadaP

tahun

Pemungutan Suara

dokumen dukungan

kegandaan d perbaikan Bakal

Pemilihan Bu ti dan Wakil BuPati

ara telah melakukan

ditentukan untuk

bagi endukung Yang tidak

sebagaimana tersebut

serta dul.:ungannYa

p dugaan dukungan
Perbaikan sebanYak

perbarkan dan hasil verifikasi drgaan

Pasarrgan Calon Perseorangan dalam

Grobogan Tahun 2O2O atas nama :

l. Bakal Ca-on BuPati :

2. Bakal Caton Wakil BuPati :

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan

kc:giatan s':bagai berikut :

tim penghubung

pendukung di wilaYah

b. Mencocckkan kebenaran nama dan alamat pend , serta dukungannYa

a. Bc.rkoorclinasi dengan bakal pasangan calon danl

bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh

desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang te

mencoc,ckkan dan meneliL kebenaran dukungan per

I<e pada Bakal Pas:rngan Calcn Perseorangan'

hadir pacla waktu dan tempat yang telah diten

pada huruf a, dan datang langsrrng ke PPS paling bat sebelum batas

a}:hir verifikasi faktual;

Mencocokkan kebenarar nama dan alamat pendu

kepada Bakal Paslrngan Calon Perseorangan ter

ganda pacla Formulir N{odel BA'4-KWK Perseo

dukungan.
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d. Mencocol'lkan kebenaran nama dan alamat

kepada Bakal Pasangan Calon Ferseorangan

gan,Ja pada Formulir l'{odel BA'4 - KWK

Hasrl penelitian faktual dukungan Bakal

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jawa

\,

\.,

serta dukungannYa

dugaan dukungan

Calon Perseorangan

Tengah sebagai berikut:



\,
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TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

nnduku

Calon PerseoranganPasanBakal gandPen ukung
dancalonbaka-lSA1 pasangannclme uktt tu)n8

1

kurg

rseorar.gan

Perseorangan yangCalonalak PasangariBuPend
berk mengisisediatidadankuud ngannyaIlantamenva

em padapolcaptanda tanganbuh-<anbumem
PerbaikanPKWK e5BAModelr.Iorm rF

2

u

3

atau caada kolom tandac1m
em

CA

seoranga::

angPerseorangan vCalonPasaakalB rlgankuuPend ng ulirFormca em pol padajpakanh tangantandbr-rITI -lbtne
medan nyabaikanPerrPe1 KWKB atanda tanganbrrhkanbu1aseC memrbeSCrtal<uLT vd ngann'

I

calon persecrangan

nl/

oPerse vnCalo ranganP'asanganakaBl(Lt uPcnd ng
Iar1d tu)b h (saalt padd LI kungarlbe kanemm

MliruFormmdalatrcan mtteb manaeSno aganSA na gelp
3angkan Tabel'baikaFI)erse ranganKW4 K13A

bakaltuSAsalaha keul( padaLTd(an ngan&:lnen)'

4

S- oa

Pe rseorangan,nI)asa ganBakaldn l( 11LII)e db
1kali kepadaI,hih- dariled:l kuLI5m erika l-rganl1)e

anukud gannycalon yangn gananS perseorankaba gapa
um kantedi padankuAu u angvd h ,-l ng

umend kung.takandan nyane tianPe

5

a

t

6 Pendukung Bakal Pasangan Calon

mernberikarr dukungan lebih dari I lsatul
Perseorangan
kali kePada I
ud nyakunganrseo angranganncaloST)TIa peai[.r kal ganp

autem kandi padud kutS ngan yangu)l-ld (t

ukudk men ngUcaaJrtakmedankfa LIt al nyail11e tleLnpe
5BA.elModlirFormuLamIA prrandberse menglstidak

Pe baikanPerseoran

rta
Pencurkung Bakal Pasangan Calor

men,atal<art dukungarrnYa dan

membubuhkan tanda tar-gan/caP

Perseorangan Yang
bersedia mengisi

Formulir Madel BA.5-KWK Perbaikan.
jernpol pada

7

I
8 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

membubuhkan tanda tar,gan/cap jempol pada Formulir

R.1 K\ IK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan

men,:lnkttng serta bersecia/ tida-h bersedia mengisi

merr-bubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lam

Ir<.rrmulir Ivlodel BA'5- KWK Perseorangan Perbaikan'

h,
u,

9
tidak memenuhi syarat karena status

S, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/

KIP l(abupatenlKota, PPK, PPS, KPPS,

Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota,

I(ecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan

aIoC n PerseoranganakalB Pasar-iganuPend kung
pekerj
KIP
Ba

Pemitihan dan Pengawas Pe:nilihan, serta KePala Desa

dinyutakan
sebagai Pl{

dan KPUI
Barvzrslu

NO

batal

Calon

Isatu)
hariya

i (satu)
faktr-ral,
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k'rngan

pasarlgan
PersecrangarKwK

ser:a

PerseoranganCalonBakalku Pasanga.nuPenc ng
Idari tu)(sabih1eud kepadaberikanmerI-
FormulirdalamtercantumbSEcalon agaimana aTabelPerbaikan arlgka4BA

Lammengisibersediamendu kungtidakmen yatakan
caikanPerSEPe: DranKW K ganodelNI BAorh' ul:rIit

Pendukung Bakal Pasargan Calon Perseorangan

membe:ikan dukungan lebih dari I isaru) kali kepada I

bakal pasangan ca1

dihitung 1 (satu)
penelitian faktual,
bersedia mengisi
PerL,aika-n.

11

cuku nyanganc:'1 yangFerseo:angan
ukantemdi padadu-<:n gan i'ang
mendutidak kungtran rrenya:akan

KKWB. 5-leIlor1iFormu

Percuk'.tng yang melyata!:an kebenran
let,il-- da--i 1 (satu) pasangan calon perseorangan'

t2 dukungannYa

dari

gan

menya:a-k"anPcn

Illodr-ul:r

u lebihrnend3na: kungbtidakukun,-l ob yang
ta tidakteoran pi:alon 2aflf,3rspasangan
IiWKBA. q,elFcrranpmengisi Lam

Pcrbai}.:an.

1aLJ

l4 PenCukung
dinviltakau
angka 7 s.d

Bakal Pasanga.r- Calon Perseorangan

tidak r-ercen';hi syarat karena penyebab

l3

Jr. rr-lah Per-rdukung Hasil Peneli:ian Fak--ual' Pertamai5

NO

yang
akan

1 Per-duL:ung Bakal Pasangaa CJon Perseorangan

me:rdukung 1 (satu) ba}':a- pasangan calon dan

duku n
tidak
serta
piran

2

Formulir Model BA-5-KWfi P:rseorangan Perbaikan'

Calon yangPerseoralganPasu:rd ku BakalPe anganng
bersedi mengisiticakn darrukud ga_1nyamenya:akan

c padatanCa empoapbumem uhkanb tangan

B. Data Kehadiran Pendukung :

1. Pendukung yang dapat ditemui sebany'ak"" orang.

'2. ?,-:ndukung yang tidak dapat ditemui se .orang.

Selanjutnya, terhadap Pendukung yang tidak t ditemui sebagaimana

tersebut huruf B angka 2, Cjberikan kesempatan tang ke Kantor PPS untuk

dila!:ukan penelitjan fa-<tua-l lanjutan kedua' Ada

Iu.nju.tan kedua lersebut seL'agai berikut:

TABEL II

n hasil penelitian faktual

PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

A. Hasil

I

I (sr-Lt tt I
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Pendrkung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

mem'tubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir

B I I(WK Perseorangan Perbaikan dan menyatakan

serta bersedia membu':uhkan tanda tangan atau

ataukoiom tandaol

tidak
Model

dukungannYa

J

Pendrrkung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

mem.berikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal

pasa:tgan calon sebagaimana tercan--um dalam Formulir Model

BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel I angka 3 dan

mcn-valakan dukungannya kepada salar saru bakal pasangan

calon perseorangan

4

5 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

memberikar-r dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

bakat pasangan calon pe:seorangan yang dukungannya hanya

clihitr.rng 1 (sattr) dukungan yar-g ditemukan pada saat

pcr-re-itian faktual, dan menyatakan rnenCukung'

Pcnclutkung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang

memberikan dukungan lebih dari 1 (sa--u) kali kepada 1 (satu)

Perb.Likan

6

r1-Ir:rr.bubuhkarr tr-inda tangan/cap jempol pada Lampiran

PenciukungBakalPasanganCalonPerseoranganyang
rrt'n'.'atakan dukungan:rya dan bersedia mengisi

tidak
serta

PerbaikanForr--rulir Model BA. 5-l(WK

Fonnulir Model BA.5- KWI( Perseorangan Perbaikan'

tidakyangalon PerseoranganPa aBakalC-Pcn kuL'I sanganng
ModelFormulirc padatankan ap empodabuh tanganbr-rMC1I.
tidakdanPerbaika:r menyatakani l(t(wD Perseorangan

danbersediatidak mengisierta bersedia/c11 Im ukung
ada Lampiranca pand p empcll-r kanbu bu tanganmenl

8

o

Provinsi, Panwaslu Kabuoaten/Kota, Panwas

PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara

was Pemilihan, serta Ke Pala Desa

yangCalon PerseoranganPaBakaLl sangarlkuun,1Pr: n(,

na tusstat arek pekerjaanun himeme syaratidakdi takar-ran\
KIPI(PU Provinsi/PolriTI.IAnSC ggotaba.gai

KP PPS,PS,Kabu ten Kota, FPK,UP I(t Pand I( p

Pemilihan dan Penga

Bau'aslu
l(ec rmatan,

lo 3rsP 'aneor sCalor-r gan yananPasakarlB ganLIrl uk nl'lPr: c bakaldari 1 (satu)bihleukund kepadakberi an ganmen
ModelulirFormdalamtumtercancalon ebagaimanaa.n gal-Ipas

and3Tabel angkarbaikanPeeoPersKt(w ral1gan4-BA.
SIbersedia Lampiranerta mengidak mendukungtakanmer,ya

Perbaikan.KWI{5BA.ModeluForm 1r

Aceh,KPU,PNS,
Bawaslu,

I
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K
berseCia mengisi LamPiran

Persec rangan Perbaikan'

I1
PerseoranganCatronBaka.l Pasanganu-<unPend ob

1kali1 kepadadari tu)(salebihdu<un ganmemberikan
dukungannYa,an8calon perseoranganbakal pasangajl

ditemukan padad yar-gukungan1dih-tttn satu)b
mendukungtidakdan menyatakanfaktualrlitianPene 5-B.ModelFcrmulir

Pendrkung yang menyatakan kebenaran

tebih dari 1 (satr) pasangan calon perseorangar
t2

1a1J

dukungannYa

lebihmendukungbenartidaktakanukund menyaPe yanng o5
tidaktetaPlcaion perseorangan

KKWBA 5N4odertiFormu
1.sa.u) Pasar-gan
mengisi LamPiran

Perb.likan.

PenCukung
dinl'atakan
angka 7 s.d

Bakal Pasangan Calon Perseorangan

tidak memenuhi syarat karena penyebab

13

l4

15

Hasii Penelitian Faktual Lanjutan

yangPerseoranganCalonPasanganBakaldPer uku ng
ke PPStidak datangkarenadukud,Cari llganaftar

alfaktuverifikasimasauwakt terakhirtasbadenSan

Pendukung16

Uraian

TATCI I MS + TAbEI II MSJumlah keselur rhan hasil
peneiitian faktual

B. Data kehadiran Pendukung :

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak"'

2. Pendukung yang tidak dapat dltemui se

Berdasarkan hasil penelitian faktual se

dan'label Il, disir:rpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel III

KESIMPULAN HASTL PENELITIAN F

masin!{ rangkap ditandatangani cleh Ketua dan an

Berita P.carzr ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon

....orang.

orang

tersebut pada Tabel I

ta PPS.

AL

Tabel I TMS - Tabel II TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 ( ) rangkaP, dan maslng-

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua

bakal pasangan calon perseorangan;

men dukungan setiaP

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU KabuPaten/Kota Ui PPK;

I
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4. 1 isatu) rangkaP untuk PPL; dan

5. 1 lsatu) rangkap untuk arsip PPS.

TANDA TANGANNNO

Ketua1

AnggotaZ

Anggcta-J.

iesntau 
I I



SURAT PERNYATAAN

TIDAK MENDUKUNG BAI(AL PASANGAN CALON

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN

Yang bertania tangan di bawah ini

a. Itlarr-a

b. Illon:or KTP/NIK

c. Alantat

d. TTL,/ Umur

e. Jer:is l(elamin

Deugan 1nl menylatakan der:gan sebenarnya bah

mendukung dalam bentuk apa'pun terhadap pencalo

Perseo-'angan claiam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupa

atas nar-a:

1. Bakal Calon BuPati

2. 3akni Calon Wakil BuPati

ctan bgrs edta/tidak bersedia*) membubuhkan tanda

Surat FernYataan ini.

Keterangan:
") Pilili salah satu.

MODEL BA.s.KWK
GAN PERBAII(AN

GAN

19

saya ttdak Pernclh

Bakal Pasangan Calon

GroboganTahun 2Ol9 ,

/cap jemPol Pada

20

Yang buat pernYataan

tahun



MODEL BA.6.KWK
PERSEORANGAN

PERBAIKAN

REI(APITULASIDUKUNGANPERBAIKANBAI(ALPASAIIGAIiI
cALoNPERSEoRANGANPADAPILBUPGRoBoGANTAHUN2o2o

DI TINGKAT KECANATAI{

Pada hari ini """ tanggal " """ bulan """ Tahun dua

ribu . bertempat Ci " '' PPK "" telah

melakukan rapat pleno rekapituLasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon

perseorangan pemilihan BupaL dan wakit Bupati Grobogan berdasarkan hasil

penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan

perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

l. Bak.rl Calon BuPaLi :

2. Bakal Calon Wakil BuPati

Dalam raPat Plen'

Calon Perseorangan di
c, rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan

tingkat kecamatan, PPK telah

melakukan kegiatan sebagai berikut

Rekapitulasi dukungan perba-kan Bakal Pasangan caion Perseorangan di

tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah

dilaksanakan oleh PPS dan nengumumkan hasil rekapitulasi;

Terhaclap hasil rel<apitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon

perseorzrngan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *)

keberatandaripasanganbakalcalon/jmpenghubung/PanwasKecamatan.
Teriradap kcberatan yang diajukal sebagaimana terebut pada angka 2 *"1:

1.

2

3

PPI( menerima dan melal':ukan perebetulan'

TidakdapatdibuktikankebenarannyadanBakalPasanganCalon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat rnenerima' serta

bcrsedia/tidak bersedia ") mengisi Formulir Keberatan di tingkat

Itecamatan.

\,



4. Mencatat Llebera--an dania:au kejadian khusus ke dalam Lampiran

Formr,rlir Model BA.6 KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat plerro rekapitulasi dukungan perbaikan Bakal Pasangan calon

Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang

telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

'v

v
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TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI

TINGKAT KECAMATAN

JUMLAHDesa/Kel
Dst.

Desa/Kel Desa/KelDesa/KelDesa/Kel Desa/KelDesa/KelNO

I Junrlatr pcridulcunB Pcr-bail<an
Bakal Pasangan calotr Pet seorangan

.iumlah Pendukung Perhaikan
Bakal Pasangan calon Perseorangan

URATAN

Iberdaslu ha rrlcttrettul-ri iyaJatyarlts
ul PPSrrleh[u]rturlrasil pcnclitian

dalamtercantumsebagaimana
IVTahel kolomakhir padajumlah

Bn.5-KWKModclFormulirSM pada
untukPerb:r ikolPerseo

yang dicorct da
syarat karena
dan dilakukan

n tidak memenuhi
adanya keberatan

oleh

Jumlah pendukung Perbaikan
Elakat Pasangan calon Perseorangan
yang ditambah dan memenuhi
syadL

pembetulan olehdan dilakukan

a'garat.
((-No.1+No.3) - No.2)

4
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TABEL II
REI(APITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAII(AN

BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-

masir:grar.gkapditanclatanganiolehKetuadanAnggotaPPK.

Berite. Acara ini disampaikan kepada :

1.t(satu)rangkapuntukbakalpasangancalonperseorangan;
2. I (satur) rangkap untu< KPU Kabupaten/Kota ;

3. I (satu) rangkap untud Panwas Kecamatan;

4. I (satu) rangkaP untuk arsiP PPK'

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

crangaI

orangb,

orangc. dst

TANDA TANGANJABATANNAMANO
KetuaI

Anggota2
Anggotaa.)

Anggota4
Anggota5

**-) Beri tancla [./l pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesual'

PPK



MODEL BA.6-KWK
PERBAII(AN

PERI{YATAAN KB'ADIAN KIIUSUS DAI{/ATAU DALAM

PROSES REI(APITULASI DUKUNGAN PERBAII(AN PASANGAN

CAION PERSEORANGA}I PADA PILBUP JA TAHUN 2OL9

DI TINGI(AT KECAIVIATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan B

Perseoratrgan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bu
Pasangan Calon

ti Grobogan Tahun

2OI9 di Desa

Kabupaten Grobogan. telar terjadi/tidak
dan,/atau pernyataan keceratan oleh

Perseorangan/Tim Bal':al Pasangan Calon

Kec

terjadi
Bakal

kejadian
Pasangan

khusus
Calon

*)

*)

\,

I



BAI(AL PASANGAN CALON/
TIM BAI(AL PASANGAN CALON *)

Keterangan :

PANITIA PEMILIIIAN KECAMATAN

KETUA

*) coret yang ticak Perlu' 
i oleh Ketua PPK, dan apabila
Perseorangan/Tim Bakal Pasangan
a oleh Bakal Pasangan Calon

n Perseorangan dan Ketua PPK'

-

\.,



MODEL BA.7.KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAII(AN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

DI TINGI{AT I(ABUPATEN/ KOTA

Pada hari ini ...... tanggal .... ... bulan Tahun dua ribu

bertempat di KPU KabuPaGn/Kota*)
telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan

perb,aikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Grobogan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh

PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas
naml :

1. Bakal Calcn Bupati :

2. Bakarl Culon Waki.l Bupa:i

Dalam rapat pleno rekap:tulasi dukungan perbaikan tingkat
Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota') telah melakukan
kegiatan sebagai berikurt :

1. Rekapitulasi dullungan perbaika:r Bakal pasangan calon Perseorangan di

trngkat I(abupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan

perbaril<an oleh PPK dan mengum:mkan hasil rekapitulasi;

2. l'erhaclerp hasil r:kapitulasi clukungan perbaikan Bakal pasangan calon

Perseorangan sebzrgaimana tersebt.t pada angka 1, ada/tidak ada*)

keberatan dari bakal pasarlgan calon/tim penghubung/Panwaslu

Iiabr-r lraten / kota.

3. Tcrharclzip kcberaLlrl yang diajtrkan sebagaimana tersebut pada angka2

] ^*): KPU Kabtrpaten/Kota mcnerima dan melakukan pembetulan.
'frdal< dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon

arteru Tim Penghubung tidak dapa-- menerima, serta bersedia/tidak
i:crse,Cia =) rnengisi Formu-lir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. -Vencilteit keberatan dan/atau llejadian khusus ke dalam Lampiran

Formulrr Model B.\.7-K\,\'K -Perseorangan Perbaikan.

C



Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan

Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota,

dukungan perbaikan cleh PPK, sebagai berikut :

\,

Pasangan Calon

hasil rekapitulasi



(

TADDL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPT.T.ULASI DUKUNGAN PERBAIXAN BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI

TINGKAT KARIIPATEN / KOTA*I

(
-)

JUMLAHKEC. Dst.KF,C.KECKEC.KEC.
NO URA]AN

.Jumlah pendukung perbaikan Bakal .pasangan
ca-lon Perscorangan yang memenuhi syarat

berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan

perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana

t"r..rr,tl* dalam Tabel I argka 4 Formulir
Model BA.6-KWK Perbaikan-

') cailontsalcal IJlisarrgallurnlalrJ
himemcrlutidakdandrcoretyangPerseorangan

dilakukandalkeberatanka ren adanyasyara
Kul,a.Kah Kbetu lan

J

/Kota.
Jumlah pendukung perbaikan Bakal pasangan

calon Peiseorangan hasil rekapitttlasi dukungan

tingkat KabuPaten.

l+ - No.2

4

KEC KEC

I

pendukung
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TABEL II
REI(APITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN

BAI(AL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

. orang1 a

b orang

c dst . orang

Demil<ian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap

ditanclatangar-i,rleh I(etua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Bcritir Aca.ra :ri disnlnpaikan kepada :

l. 1(satul rangl.:a: untuk Eakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk

mclaku l:an pe ndattaran;

2. I (sartu) rarglcap untuk Ba'*'aslu Kabupaten;

3. I (sertui rargkap untuk arsip KPU l(abupaten.

KPU KABUPATEN GROBOGAN

*) Pilil r salah satlt
**) Ber: tar-da l] pada l<otak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

Anggota

aJ Anggota

Anggota

J Anggota

Keterangan I

c

)

4. 
I



PERNYATAAN KF^IADIAN IGIUSUS DAN/ ATAU
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN

CALON PERSEORANGA}I PADA PILBUP GROB
DI TINGKAT I(ABUPATEN/ KOTA

Dalam proses Rekapitu-asi Dukungan Perbaikan B

Perseorangan clalam penilihan Bupati Dan Wakil Bu

2O2O I(abupaten/ Kota*)

terjadi/tidak terjadi *) ke.ladian khusus danf ata

oleh Bakal Pzrsangan Calcr:r Perseorangan/Tim

Perseorangan n) 
:

MODEL BA.7.KWK
PERBAIKAN

u

AN DALAM
PASANGAI{

TAHUN 2O2O

Pasangan Calon

ati Grobogan Tahun

Jawa Tengah telah

taan keberatan

al Pasangan Calon

20

I



BAI(AL PASANGAN CALON/ TIM

BAI{AL PASANGAN CALON *}

Keterangan:
*) Coret l/ang tidak Perlu.
**) Kejadian iJ:r'..lsus dicatat lan ditandatangani oleh Ketua

apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon
Pasangan Calon Perseorangan ditandatangarr-i bersama
Perseorar:gan/Tim Bakal Pasarrgan Calon Perseor
i(arbu1;ater/ Kota.

PEMILIHAN UMUM

GROBOGAN

KETUA

Kabupaten/Kota, dan
Perseorangan/Tim Bakal

Bakal Pasangan Calon
darr Ketua KPU



MODEL B.I.KUIK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAII(AN BAI(AL PASANGATT CALON
PERSEORANGAN PADA PILBUP GROBOGAN TAIII'N 2O2O

Kelurahan/ Desa*)
Kecamatan

Yarrg bertanda tangan di bavt'ah ini, saya :

1, Nama
2. NIK
3. Jenis Kelamin
4. Aiamat
s. RT/RW
6. Tempat Lahir
7. Tanggal Lahir
8. Pekerjaan
9. Staitr-rs Perkawinan : Belum Kar"'in/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Kabupaten/ Kota*)
Provinsi

\/
dengan ini menl,atakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung

penc:rlonat'r Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan

Wal<il Gtrbernur pada Pemilihan Eupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

'2O'2O . atas nama :

1. Czrlon Bupati :

Sebagai ltr-rkti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat

Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik / surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil .).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan

keticiakbenaral-I atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, Saya

bcr.scclia mcmPertanggungiau,abkan secara hukum sesuai ketentuan

pera.tu,ran perundang-undangan \ang mengatur tindak Pidana Pemilihan

dan/al-zru Unciang-Undang Hukum Pidana'
20

Yang Membuat PernYataan

Keterangan :

*) Pilitr salah satu

2. Calon Wakil BuPat :



\-
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Tabel Rekapitulasl Junlah lhrkungan Pasangan Calon Perseorangan

ItIo llama Kecamatan Illama Kelurahan/Desa Jumlah dukungan

I 2 4 5

1 I ...orang
orang

3. dst... orang

I orang
2 ...orang
3. dst.. ...orang

JUMLAH ..,orarlg
2 dst 1 orarlg

...or€rng

3. dst.. ,..orang

1 ...orang
orang

3. dst.. orang

JUMLAH ..,orang
dst

JUMLAH AKHIR ,..ore[rg

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Calon Bupatl Eiat 4l Calon Wakil Bupati

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum

Materai

6.00q.

2.

,

2.

) (. .)

u o


